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BAB I : SPESIFIKASI UMUM  
1.1 PERSIAPAN PELAKSANAAN 

Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan 

ini, Pihak Pelaksana diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Rencana Kerja dan Syarat-

syarat Teknis seperti yang akan diuraikan dalam Buku ini. 

Di dalam hal terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan atau kesimpangsiuran informasi di dalam 

pelaksanaan, Pihak Pelaksana diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas dan Direksi Pelaksana 

untuk mendapat kejelasan pelaksanaan. 

1.2 LINGKUP PEKERJAAN 

Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana meliputi bagian-bagian pekerjaan yang dinyatakan 

dalam Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Buku Speisifikasi Teknis ini. 

Pekerjaan Persiapan meliputi: Pembuatan Direksikeet, Pembuatan Gudang / Los Bahan, Listrik dan Air, Dokumentasi 

dan Pelaporan, Papan Nama Proyek, Pengukuran dan Pembongkaran serta Pembersihan lokasi bongkaran bangunan. 

serta biaya SMKKK. Adapun kewajiban Pihak Pelaksana dalam pekerjaan diuraikan dalam beberapa hal yaitu : 

1. Persiapan 

A. Pekerjaan Persiapan : 

a. Papan Nama Proyek 

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas kerja sementara Listrik & Air kerja 

c. Pekerjaan Direksi Keet (Kantor) Los Kerja dan Gudang 

d. Pengukuran dan Pemasangan Bouplank 

e. Pembersihan Lokasi 

B. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

a. Sosialisasi dan Promosi K3 

b. Alat Pelindung diri 

c. Asuransi dan Perizinan 

d. Fasilitas Sarana Kesehatan 

e. Rambu-rambu 

f. Pengendalian Resiko K3 

2. Pekerjaan Pembongkaran 

a. Pekerjaan Pembongkaran Beton 

b. Pembongkaran Pasangan Batu 
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3. Pekerjaan Tanah 

a. Penggalian dan Pemadatan Tanah Dasar 

b. Penggalian Lumpur Secara Manual 

c. Urugan Pasir dan Sirtu 

4. Pekerjaan Drainase 

a. Pekerjaan Pondasi Batu Belah 

b. Pekerjaan Plesteran dan Acian Saluran 

a. Instalasi Pipa PVC untuk Drainase 

5. Pekerjaan Infrastruktur Jalan 

a. Pekerjaan Pemasangan Paving Block 

b. Pekerjaan Finishing Permukaan Jalan 

c. Pekerjaan Pengecatan Kanstin 

d. Pekerjaan Box Calvert 

6. Pekerjaan Fasilitas Persampahan 

a. Pengadaan Tempat sampah Fiberglass 

7. Pekerjaan Penunjang 

a. Pemasangan Rambu-Rambu dan Marka Jalan 

b. Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung 

c. Pekerjaan Finishing dan Pengecatan Infrastruktur 

1.3 JADWAL PELAKSANAAN 

1. Umum 

a) Uraian 

 Jadwal pelaksanaan diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan sebagaimana 

mestinya atas pekerjaan. jadwal tersebut diperlukan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pekerjaan setelah 

kegiatan dalam program mobilisasi telah selesai. Adapun jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa 

Konsultansi Untuk Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Kualitas Kawasan 

Kumuh Lekobalo di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melalui KEMENTRIAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN 

PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1 

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO Tahun Anggaran 2025. 
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Pengajuan 

i. Pelaksana Pekerjaan harus menyiapkan Jadwal pelaksanaan dalam batas waktu 14 hari setelah Surat 

Penunjukan Pemenang. Jadwal pelaksanaan itu harus diserahkan dan mendapat persetujuan dan 

Direksi Pekerjaan, dari Spesifikasi ini, di mana detail tersebut harus menunjukkan urutan kegiatan 

yang diusulkan oleh Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan Pekerjaan. 

ii. Setiap bulan Pelaksana Pekerjaan harus melengkapi Jadwal Pelaksanaan untuk menggambarkan 

secara akurat kemajuan pekerjaan (progress) aktual sampai pada bulan bersangkutan. 

iii. Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan Interval Mingguan pada setiap hari Senin pagi, Jadwal 

kegiatan mingguan yang menunjukkan lokasi seluruh operasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama minggu tersebut. 

iv. Jadwal Pelaksanaan untuk Sub Pelaksana Pekerjaan harus diserahkan terpisah atau menjadi satu 

dalam seluruh Jadwal Pelaksanaan.  

2. Revisi Jadwal Pelaksanaan 

a) Waktu 

Revisi semua Jadwal pelaksanaan yang diuraikan di atas harus dilaksanakan bilamana kemajuan 

keuangan aktual berbeda lebih dari 15 (lima belas) persen dari kemajuan keuangan rencana atau bilamana 

terdapat perubahan kuantitas yang menyolok setelah diterbitkannya Variasi atau Addenda.  

b) Laporan 

Pada saat menyerahkan Revisi Jadwal Pelaksanaan maka Pelaksana Pekerjaan harus melengkapi 

laporan ringkas yang memberikan alasan timbulnya revisi, meliputi : 

i. Uraian revisi, termasuk pengaruh pada seluruh Jadwal karena adanya perubahan cakupan, revisi 

dalam kuantitas atau peminbahan jangka waktu kegiatan dan perubahan lainnya yang dapat 

mempengaruhi Jadwal. 

ii. Pembahasan lokasi-lokasi yang bermasalah, termasuk faktor-faktor penghambat yang sedang 

berlangsung maupun yang harus diperkirakan serta dampaknya. Tindakan perbaikan yang diambil, 

diusulkan dan pengaruhnya.  

1.4 MEMULAI KERJA 

Selambat-lambatnya 1 minggu / 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penunjukan dan Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK), Pihak Pihak Pelaksana harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan. 

Sebelum memulai pekerjaan, pihak pelaksana melakukan PCM (Pre Construction Meeting) dan menyerahkan jadwal 
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pelaksanaan (Kurva S), jadwal penggunaan material, jadwal tenaga kerja, RMK, RKK dan segala dokumen terkait untuk 

melancarkan pelaksanaan pekerjaan. 

Dan apabila setelah 1 minggu  Pihak Pelaksana yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara 

nyata di lapangan, maka akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku. 

1.5 AKSESIBILITAS SITE 

Lokasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) 

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melalui 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 

Anggaran 2025  ini berada di Kelurahan lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, terdapat area sirkulasi 

kendaraan untuk mobilisasi material dan alat bantu kerja, jalur alternative dibagian utara dan timur Lokasi, yakni dari 

arah kabupaten Gorontalo dan dari arah Kota Gorontalo melalui Jalan Usman Isa. 
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Area Lokasi pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Kegiatan Perencanaan Detail Engineering Design (DED) 

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melalui 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 

Anggaran 2025 yang sampai dengan penyusunan RKS ini masih dalam tahap perencanaan. 

Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Dengan selalu disertai izin direksi, Pihak Pelaksana dapat membuat berbagai perubahan, pengurangan dan/ 

atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi dan instalasinya. 

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dari pemberitahuan memulai kerja, Pihak Pelaksana harus 

menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui. 

Selain itu karena lokasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Kegiatan Detail Engineering Design (DED) 

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lekobalo di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melalui 

KEMENTRIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN 

PERMUKIMAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1 SATUAN 

KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO Tahun Anggaran 2025, untuk itu pihak 

Pelaksana harus membuat jalan akses untuk mobilisasi material ke area lokasi pekerjaan. Semua pekerjaan 

pembongkaran fasilitas bangunan yang ada di Lokasi pekerjaan guna keperluan askses mobilisasi  tersebut menjadi 

sepenuhnya tanggungan Pihak Pelaksana dan mengembalikannya/memperbaiki, membangun kembali  semua fasilitas 

sebagai mana mestinya sebelum dilakukan pembongkaran untuk jalan akses masuk, tanpa kurang sedikitpun. 

1.6 Peraturan Teknis Bangunan yang Digunakan 

1) UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung 

2) UU No. 02/2017 tentang Jasa Konstruksi 

3) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang  Jasa Konstruksi 

5) Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang  Bangunan Gedung 

8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan 

Teknis Bangunan Gedung 

10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum  Rencana 

Tata Bangunan Dan Lingkungan, 
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11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang  Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan 

12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 

13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis 

Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 

14) Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Listrik di Tempat Kerja, 

15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016  Tahun 2016  tentang  

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 

16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, 

17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019   Tahun 2019  tentang  

Pedoman Sistem  Manajemen Keselamatan Konstruksi, 

18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan  Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 

19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun  2020  tentang   Standar  

dan  Pedoman  Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia 

20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia   Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, 

Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 

22) Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki 

23) Surat edaran Direktur jenderal bina konstruksi Nomor: 30/se/dk/2025 Tentang  Tata cara penyusunan 

perkiraan biaya pekerjaan konstruksi Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat   

24) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020  tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 

2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan 

25) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2024 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan 

2024 

26) SNI 03-0690:1996  - Spesifikasi Bata Beton (Paving Block), 

27) SNI 03-2410:2002  - Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi, 
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28) SNI 03–1734:1989  - Beton bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung, Petunjuk 

perencanaan, 

29) SNI 07-2529:1991 - Metode Pengujian Kuat Tarik Baja Beton, 

30) SNI 03-3976:1995 - Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton, 

31) SNI 03-6820:2002 - Spesifikasi Agregat Halus untuk  Pekerjaan Adukan dan Plesteran dengan Bahan 

Dasar Semen, 

32) SNI 7064:2014 -  Semen Portland Komposit (Portland Composite Cement, PCC), 

33) SNI 0302:2014 - Semen Portland Pozolan (ASTM C595-03), 

34) SNI 2049:2015 - Semen Portland, 

35) SNI 2052:2017 - Baja Tulangan Beton, 

36) SNI 8900:2020 - Panduan Desain Sederhana Untuk  Bangunan Beton Bertulang, 

37) SNI  7860:2020  -  Ketentuan  Seismik  untuk   Bangunan  Gedung  Baja Struktural, 

38) SNI 8153:2015  tentang Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung 

39) SNI 03-3987-1995 tentang Tata cara perencanaan, pemasangan pemadam api ringan  untuk   pencegahan  

bahaya  kebakaran  pada bangunan rumah dan gedung 

1.7 KUASA PIHAK PELAKSANA DI LAPANGAN 

1. Di lapangan pekerjaan, Pihak Pelaksana "wajib" menunjuk seorang Kuasa Pihak Pelaksana atau biasa disebut 

"Pelaksana" yang cakap dan ahli untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh 

dari Pihak Pelaksana. Berpendidikan sesuai yang telah di syaratkan pada persyaratan administrasi 

2. Dengan adanya "Pelaksana" tidak berarti bahwa Pihak Pelaksana lepas tanggung jawab sebagian maupun 

keseluruhan terhadap kewajibannya. 

3. Pihak Pelaksana wajib memberi tahu secara tertulis kepada Pemimpin / Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas, 

nama dan jabatan "Pelaksana" untuk mendapat persetujuan. 

4. Bila di kemudian hari menurut pendapat direksi bahwa "personil manajerial" dianggap kurang mampu atau tidak 

cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Pihak Pelaksana secara tertulis untuk 

mengganti "personil manajerial". 

5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, Pihak Pelaksana harus sudah menunjuk 

"personil manajerial" yang baru sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam dokumen. 

1.8 RENCANA KERJA 

1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Pihak Pelaksana "wajib" membuat Rencana Kerja Pelaksanaan 

dari bagian-bagian pekerjaan berupa Bar-Chart dan S-Curve Bahan dan Tenaga. 
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2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi, paling lambat dalam waktu 

8 (delapan) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Pihak Pelaksana. 

3. Pihak Pelaksana harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja tersebut 

di atas dan akan dinilai oleh direksi berdasarkan Rencana Kerja. 

4. Pihak Pelaksana wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 2 (dua) kepada Konsultan Pengawas untuk 

diberikan kepada Pemilik Proyek dan Perencana. 1 (satu)  salinan  Rencana  Kerja  harus  ditempel  pada 

dinding  bangsal  Pihak Pelaksana  / Pemborong di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan / prestasi 

kerja. 

1.9 KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN PEKERJA 

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. 

30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men/1984 tanggal 27 Januari 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 1977 bagi Tenaga Kerja Borongan Harian Lepas pada Pihak Pelaksana Induk maupun Sub 

Pihak Pelaksana yang melaksanakan Proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, pihak Pihak Pelaksana yang 

sedang melaksanakan pembangunan/pekerjaan agar ikut serta dalam program ASTEK dan memberitahukan 

secara tertulis kepada Pemimpin Proyek. 

2. Pelaksana harus mematuhi segala peraturan perundangan terkait Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan kerja Konstruksi (SMK3). 

a. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dan keselamatan konstruksi 

b. Perencanaan keselamatan konstruksi 

• Uraian pekerjaan  

• Manajemen resiko dan rencana tindakan 

• Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya 

c. Dukungan keselamatan konstruksi 

d. Operasi keselamatan konstruksi 

e. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi 

3. Pihak Pelaksana wajib menyediakan : 

• Penyiapan RK3K 

• Sosialisasi dan Promosi K3 

• Alat Pelindung Diri 

• Asuransi dan perijinan 

• Personil K3 
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• Fasilitas Sarana Kesehatan 

• Rambu-Rambu 

• Konsultasi dengan tenaga ahli terkait keselamatan konstruksi 

• Lain-lain terkait Pengendalian Resiko K3. 

4. Pihak Pelaksana berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di tempat pekerjaan untuk 

para pekerja. 

5. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Pihak Pelaksana bertanggung 

-jawab atas keselamatan dan keamanan pekerjaan, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan 

Pemberi Tugas, dalam hal terjadinya kerusakan-kerusakan, maka Pihak Pelaksana harus bertanggung jawab 

untuk memperbaikinya.  

6. Apabila terjadi kecelakaan, Pihak Pelaksana sesegera mungkin memberitahukan kepada Konsultan Pengawas 

dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu. 

7. Identifikasi Jenis pekerjaan dengan bahaya tertinggi/terbesar adalah kegiatan konstruksi atap dan plafond 

yang berada pada ketinggian. 

Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sangat penting dilakukan 

pada pelaksanaan konstruksi yang berada pada ketinggian. Hal ini dikarenakan risiko kecelakaan kerja yang 

lebih tinggi pada proyek-proyek konstruksi yang berada pada ketinggian, seperti risiko jatuh, terjepit, dan 

tertimpa benda berat. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi yang 

berada pada ketinggian antara lain: 

• Identifikasi bahaya dan penilaian risiko 

Dalam penerapan SMK3, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bahaya 

yang ada pada proyek konstruksi dan melakukan penilaian risiko terhadap bahaya-bahaya tersebut. 

Pada konstruksi yang berada pada ketinggian, beberapa bahaya yang perlu diidentifikasi adalah risiko 

jatuh dari ketinggian, risiko terjepit atau terluka oleh alat berat, dan risiko tertimpa benda berat. 

• Pemilihan alat kerja dan perlindungan diri yang tepat 

Setelah mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko, selanjutnya perlu dipilih alat kerja dan 

perlindungan diri yang tepat untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contohnya adalah 

menggunakan alat pengaman diri seperti helm pengaman, safety harness, dan safety net. 

• Pelatihan dan pengawasan yang cukup 
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Pekerja yang bekerja pada konstruksi yang berada pada ketinggian harus dilatih dan diberikan 

pengawasan yang cukup agar dapat bekerja dengan aman dan mengikuti prosedur kerja yang sudah 

ditentukan. Hal ini juga termasuk dalam penerapan SMK3 yang baik. 

• Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan kerja 

Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan kerja 

pada konstruksi yang berada pada ketinggian sangat penting dilakukan. Hal ini akan membantu 

mengidentifikasi potensi risiko dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan agar kondisi kerja lebih 

aman. 

Dalam keseluruhan pelaksanaan konstruksi, penerapan SMK3 pada proyek yang berada pada 

ketinggian merupakan suatu keharusan dan harus dilakukan secara serius dan konsisten. Dengan demikian, 

dapat diharapkan bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja akan terjaga dan terhindar dari 

risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 

1.10 LOS PENGAWAS, LOS KERJA, GUDANG BAHAN, PAGAR PROYEK DAN LAIN-LAIN 

1. Pihak Pelaksana wajib memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Pihak 

Pelaksana (sesuai dengan Angka Jumlah Penawaran Pihak Pelaksana). 

2. Dalam papan nama proyek harus jelas tercantum Nama Instansi, Pekerjaan, Pihak Pelaksana Pelaksana, Nilai 

Kontrak Pelaksanaan, Lokasi, Nomor dan tanggal kontrak, Tahun Anggaran, Sumber dana, dan waktu dimulai 

sampai berakhir. 

3. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja 

- Air untuk bekerja harus disediakan oleh Pihak Pelaksana dan harus bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, 

minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan 

dari Konsultan Pengawas/Direksi. 

- Pihak Pelaksana harus membuat bak penampung air untuk bekerja yang senantiasa terisi beserta aksesories 

(selang air) untuk pengisian bak penampung dan pendistribusian air kerja ke area kerja. 

- Listrik untuk bekerja harus disediakan Pihak Pelaksana dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat 

selama masa pembangunan. Penggunaan Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk 

penggunaan sementara atas petunjuk Pengawas. 

1.11 TENAGA DAN SARANA KERJA 

Pihak Pelaksana harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya 

untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan pengamanan, Pengawasan dan pemeliharaan 
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terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh 

pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserahterimakannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas. 

Pihak Pelaksana menyediakan personil dan tenaga ahli yang terlampir dan harus standby dilokasi pada jam kerja. 

1. Tenaga Kerja /Tenaga Ahli 

Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume pekerjaan yang 

akan dilaksanakan. 

Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:  

No. 
Jabatan / 

Tenaga Ahli 
Jenis Sertifikasi Ahli / Keterampilan 

Jumlah 

(orang) 

Personil Manejerial 

1 Manajer Proyek SKK Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan 1 

2 Ahli K3 Konstruksi SKA Ahli Muda K3 Konstruksi 1 

3 Ahli Teknik Jalan  SKA Ahli Muda Teknik Jalan 1 

 

Sebagai bukti kepemilikan tenaga di atas, dibuktikan dengan  melampirkan: 

1. Referensi pengalaman pekerjaan yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Curiculum Vitae (CV) yang 

ditandatangani oleh personil yang bersangkutan dan diketahui oleh pihak yang sah mewakili Badan Usaha; 

2. Memiliki Sertifikat Keterampilan sesuai yang dipersyaratkan dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan 

Kepemilikian Sertifikat Kompetensi Kerja oleh pihak yang sah mewakili Badan Usaha; 

3. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Tenaga Terampil yang 

diusulkan dalam dokumen penawaran saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (RPPP) dikenakan 

sanksi sebagai berikut : 

i. Sanksi administrasi, berupa pembatalan penetapan pemenang; 

ii. Sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Daftar Tenaga Tenaga Kerja terampil yang di gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan : 

No. Tenaga Pendukung Kerja Keterangan 

1. Mandor Pekerja Grade A-Professional 

2. Kepala Tukang Pekerja Grade B-Skill &Terampil 

3. Tukang Pekerja Grade B -Terampil 

4. Tukang Batu Pekerja Grade B -Terampil 
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5. Tukang Cat Pekerja Grade B -Terampil 

6. Tukang Kayu Pekerja Grade B -Terampil 

7. Tukang beton Pekerja Grade B -Terampil 

8. Pekerja Pekerja Grade C- Terampil 

 

2. Peralatan Bekerja 

Pihak Pelaksana wajib menyediakan alat-alat bantu yang disebutkan dibawah dan beberapa alat bantu kerja 

pelengkap sebagai penunjang pekerjaan seperti mesin las, alat-alat bor, alat-alat pengangkat, artco dan 

pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 

Jenis dan jumlah peralatan harus terpenuhi dalam rangka pemenuhan teknis pelaksanaan dilapangan. 

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: 

No. Jenis Peralatan Kapasitas Kebutuhan 

PERALATAN UTAMA 

1. Dump Truck 4-6 m3 1 Unit 

2. Concrete Mixer 0,5 m3 1 Unit 

3. Jack Hammer (5 KW) 1 Unit 

PERALATAN  PENDUKUNG 

1. Genset 5 KVA 1 Unit 

2. Hand Stamper 5 - 5,5 Hp 1 unit 

3. Water pump  1 Unit 

4. Selang Air 100 meter 2 buah 

*Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau sewa (apabila sewa) 

 

3. Bahan-bahan Bangunan 

Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis yang akan 

dilaksanakan yang disebutkan dalan RAB dan jenis bahan yang diuraiakn dalam RKS ini serta pelaksnaannya 

tepat pada waktunya.  
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Daftar Bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan diantaranya sebagai berikut : 

Pekerjaan Struktur 

> Semen PC 
Semen Gresik,  Tonasa,  Bosowa, 

conch dan dinamix 

> Pasir Beton, Bebas Lumpur Lokal 

> Batu pecah 

Ukuran 10-20 cm, Bersih dari 

Kotoran, Lokal 

> Split 
Ukuran Maksimum 2/3 atau 1/2, 

Lokal 

> Air 
Air Bersih Bebas Zat Organik, 

Lokal 

> Bekisting 
Multipleks 9 mm, Papan Kayu 

2/20 mm, Paku Kayu 5-12 mm 

> Precast 
Tjakrindo Mas, Varia Usaha Beton 

 • Box Culvert Uk. 100x100x120 cm G20T 

> 
Bekesting plat : Kayu Papan, multipleks tbl 

9 mm 
Lokal 

> Paku kayu 5 -12 mm Lokal 

> 
Baja Tulangan Mutu : 

Polos/Ulir Mutu BjTP 280/BjTS 

420 (SNI 2052: 2017) 

Polos/Plain : fly 280 Mpa (BjTP 280) 

> 
Semua Baja tulangan harus sesuai dengan 

SNI 2052 : 2017 dan ada  logo SNI 

> Tidak boleh ditekukkan dalam transportasi 

Pekerjaan Penutup 

Jalan 

 

> Paving Block tbl : 8 cm, K-300 
CV. Shohat, Mutiara 

> Kanstin Uk. 150x300x400 mm K-300 

> Pasir Filler Lokal 

Pekerjaan Cat 
> Cat Dasar Penta Paint, Jotun, Nippon, 

Propan, Avian > Cat Eksterior 

 

Pekerjaan 

Plumbing 

 

> 
• Pipa air bersih, kotor, bekas 

menggunakan PVC AW class 
Rucika, Wavin, Triliun 

> • tekanan  kerja 10kg/cm2  
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 Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja 

- Air untuk bekerja harus disediakan oleh Pihak Pelaksana area proyek atau disuply dari luar. 

- Air harus bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. 

Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas/Direksi. 

- Pihak Pelaksana harus membuat bak penampung air untuk bekerja yang senantiasa terisi  

- Listrik untuk bekerja harus disediakan Pihak Pelaksana dan diperoleh dari sambungan sementara PLN 

setempat selama masa pembangunan. Penggunaan Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya 

diperkenankan untuk penggunaan sementara atas petunjuk Pengawas. 

1.12 PERSYARATAN DAN STANDARISASI 

1. Persyaratan Pelaksanaan 

a. Untuk  menghindari  klaim  dikemudian  hari,  maka  Pihak Pelaksana  harus  betul-betul "memperhatikan"  

pelaksanaan pekerjaan struktur dengan memperhitungkan "ukuran jadi (finished)" sesuai persyaratan 

ukuruan pada gambar kerja dan penjelasan Spesifikasi teknis. Pihak Pelaksana wajib melaksanakan semua 

pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan 

bangunan yang dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan atau petunjuk yang diberikan oleh 

Konsultan Pengawas. 

b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di lapangan, Pihak Pelaksana wajib memperhatikan dan 

melakukan koordinasi kerja dengan pekerjaan lain yang menyangkut pekerjaan Struktur, Arsitektur, 

Mekanikal, Elektrikal dan Sanitasi. 

c. Untuk menjamin mutu dan kelancaran pekerjaan calon Pihak Pelaksana harus menyediakan : 

-  wakil sebagai penanggung jawab lapangan yang terampil dan ahli dibidangnya selama pelaksanaan 

pekerjaan dan selama masa pemeliharaan guna memenuhi kewajiban menurut kontrak. 

- Buku harian untuk : 

o Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek. 

o Mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan detail dari pekerjaan. 

 

2. Standarisasi Pelaksanaan 

Semua  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  harus  mengikuti  Normalisasi  Indonesia, Standard  Industri  

Konstruksi, Peraturan Nasional lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan antara lain : 

a. PUBI-1982 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia 

b. SNI-3 PMI PUBB 1970 : Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 
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c. SNI-8 : Peraturan Semen Portland Indonesia 

d. SNI-10 : Bata Merah sebagai Bahan Bangunan 

e. PPI-1979 : Pedoman Plumbing Indonesia 

f. PUIL-1977 : Peraturan Umum Instalasi Listrik 

g. PPBI-1984 : Peraturan Perencanaan Bangunan Baja di Indonesia 

h. SII : Standard Industri Indonesia 

i. SK SNI T-15-1991-03 

j. PBI - 1991 : Peraturan Beton Bertulang Indonesia 

k. AVWI : Peraturan Umum Instalasi Air, Serta  

l. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1981. 

m. Peraturan  Perburuhan  di  Indonesia  dan  Peraturan  tentang  keselamatan  tenaga  kerja yang  dikeluarkan  

oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 

Selain ketentuan-ketentuan yang tersebut, berlaku pula dalam ketentuan ini : 

a. Dokumen yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas (Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, RAB, A.A. Aanwijzing 

dan Surat Perjanjian Kontrak ). 

b. Shop Drawing yang dibuat oleh Pihak Pelaksana dan sudah disetujui / disahkan oleh pemberi tugas dan 

Konsultan Pengawas. 

1.13 PENJELASAN RKS & GAMBAR 

1. Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat/berlaku adalah 

RKS. 

2. Pihak Pelaksana harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak 

boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidaksesuaian antara 

gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau 

gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh 

Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. 

3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang semestinya untuk 

memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. 

4. Ukuran 

- Bila ada keraguan mengenai ukuran, Pihak Pelaksana wajib melaporkan kepada Konsultan Pengawas yang 

selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan. 
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- Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh 

dipergunakan kecuali bila sudah disetujui Konsultan Pengawas.  

- Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan 

Pengawas. 

- Pihak Pelaksana tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam 

Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Direksi dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab 

Pihak Pelaksana baik dari segi biaya maupun waktu.  

5. Perbedaan Gambar 

- Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang 

mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat / berlaku. 

- Mengingat setiap kesalahan maupun ketidaktelitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan 

selalu mempengaruhi  bagian  pekerjaan  lainnya,  maka  di  dalam  hal terdapat  ketidak-jelasan,  

kesimpang-siuran, perbedaan-perbedaan dan ataupun ketidak- sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap 

Gambar Kerja, Pihak Pelaksana diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas, mengadakan 

pertemuan dengan Konsultan Direksi dan Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana 

yang akan dijadikan pegangan. 

- Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Pelaksana untuk memperpanjang / 

mrngklaim biaya maupun waktu. 

 

6. Shop drawing 

Pihak Pelaksana wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam 

Gambar Kerja/ Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas. Dalam shop drawing ini 

harus jelas dicantumkan Pengawas dan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan 

contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai 

dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja/ Dokumen Kontrak 

maupun di dalam Buku ini. 

Pihak Pelaksana wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat 

persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas/ Direksi. 

7. Perubahan, penambahan, pengurangan pekerjaan dan pembuatan as built drawing. 

Setelah Pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Pihak Pelaksana berkewajiban membuat gambar-
gambar yang telah dikerjakan/dibangun oleh Pihak Pelaksana (As-Built Drawing). Biaya untuk penggambaran 
-As-Built Drawing, sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Pelaksana. 
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1.14 TANGGUNG - JAWAB PIHAK PELAKSANA 

1. Pihak Pelaksana harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan- ketentuan 

dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja. 

2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur, atau memberi 

nasehat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas. 

3. Pihak Pelaksana bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. 

Pihak Pelaksana berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya Pihak Pelaksana sendiri. 

4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanan pekerjaan, maka Pihak Pelaksana 

berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak  dilakukan, 

Pihak Pelaksana bertanggung-jawab atas kerusakan yang timbul. 

5. Pihak Pelaksana bertanggung-jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Pihak Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tangung -

jawab Pihak Pelaksana. 

7. Selama pembangunan berlangsung, Pihak Pelaksana harus menjaga keamanan bahan / material, barang milik 

Proyek, Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun barang milik Proyek, 

Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bahan bangunan yang telah 

disetujui, baik yang telah dipasang maupun belum; adalah tanggung jawab Pihak Pelaksana dan tidak akan 

diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. 

8. Apabila terjadi kebakaran, Pihak Pelaksana bertanggung-jawab atas akibatnya, baik yang berup barang-barang 

maupun keselamatan jiwa. 

9. Apabila pekerjaan telah selesai, Pihak Pelaksana harus segera mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa 

bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi 

tanggungan Pihak Pelaksana. 

1.15 KETENTUAN & SYARAT BAHAN-BAHAN 

1. Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini maupun dalam berita 

Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus 

memenuhi syarat-syarat dalam Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI th. 1982), Standar 

Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya 

yang berlaku di Indonesia. Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti 
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material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi baru dan dengan  kualitas terbaik untuk tujuan yang 

dimaksudkan. 

2. Merk pembuatan bahan/ material & komponen jadi 

a. Segala merek dan spesifikasi diluar yang tercantum dalam RKS tidak diperkenankan kecuali diadakan rapat 

dengan direksi untuk penentuan perubahan spesifikasi teknis. 

b. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yan tercantum dalam 

Gambar dan RKS, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan 

bangunan yang berlaku. 

c. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli yang ditunjuk oleh pabrik 

dan atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana. 

d. Dalam hal ini, Pihak Pelaksana tidak berhak mengajukan claim sebagai pekerjaan tambah. 

e. Disyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang hanya diperkenankan untuk setiap jenis bahan 

yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini. 

f. Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan haru disertai test dari 

Laboratorium lokal/dalam negeri baik kualitas, ketahanan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh 

Konsultan Pengawas secara tertulis dan diketahui oleh Konsultan Perencana Apabila diperlukan biaya 

untuk test Laboratorium, maka biaya tersebut haru ditanggung oleh Pihak Pelaksana tanpa dapat 

mengajukan sebagai biaya tambah. 

3. Pihak Pelaksana/Pelaksana terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua bahan-bahan yang 

diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas/Direksi dan Perencana untuk mendapatkan 

persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan/dipakai. 

Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana dalah sebanyak 

empat (4) buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan Standar Operasional dan disimpan di ruang 

Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua (2) minggu sebelum jadwal pelaksanaan. 

4. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan diinformasikan kepada Pihak Pelaksana 

selama tidak lebih dari tujuh (7) hari kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut. 

5. Penyimpanan material 

Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang bersangkutan, dan atau sesuai 

dengan spesifikasi bahan tersebut. 

a. Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan kesesuaiannya untuk pekerjaan. 

Material harus diletakkan di atas permukaan yang bersih, keras da bila diminta harus ditutupi. Material 
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harus disimpan sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan. Benda benda milik pribadi tidak boleh 

dipergunakan untuk penyimpanan tanpa izin tertulis dari Pemiliknya. 

b. Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan (levelling) menurut petunjuk 

Konsultan Pengawas. 

c. Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring kesamping sesuai dengan 

ketentuan, sehingga memberikan drainasi/pematusan dari kandungan air/cairan yang berlebihan. Material 

harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pemisahan bahan (segregation), agar 

timbunan tidak berbentuk kerucut, dan menjaga gradasi serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat 

kasar harus ditimbun dan diangkat/dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan tidak lebih dari satu 

meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih dari lima meter. 

1.16 PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN 

1. Bahan-bahan yang didatangkan/dipekerjakan harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah disetujui 

Konsultan Pengawas seperti yang diatur di atas. 

2. Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir/ditolak oleh 

Konsultan Pengawas harus segera dikeluarkan dari lapangan bangunan selambat-lambatnya dalam tempo 3 X 

24 jam dan tidak boleh dipergunakan. 

3. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengawas/Direksi/Perencana dan ternyata 

masih dipergunakan oleh Pelaksana, maka Konsultan Pengawas/Perencana berhak memerintahkan 

pembongkaran kembali kepada Pihak Pelaksana yang mana segala kerugian yang diakibatkan oleh 

pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Pihak Pelaksana sepenuhnya. 

4. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan ersebut, maka 

Pihak Pelaksana harus dan memeriksakannya ke Laboratorium balai Penelitian Bahan-Bahan Pemerintah untuk 

diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan kepada Pengawas/Direksi/Perencana secara tertulis. Segala 

biaya pemeriksaan ditanggung oleh Pihak Pelaksana. 

5. Sebelum ada kepastian dari laboratorium tersebut di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari bahan-bahan 

tersebut. Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan 

tersebut di atas.  

6. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Pihak Pelaksana harus memberikan penjelasan lengkap tertulis 

mengenai tempat asal diperolehnya material dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

7. Bahan besi tulangan harus disertai dengan sertifikat mutu bahan. Penggunaan besi dilapangan dilaksanakan 

setelah pengujian uji tarik material di laboratorium sesuai dengan petunjuk PPK. 
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1.17 SUPPLIER & SUB PIHAK PELAKSANA 

1. Jika Pihak Pelaksana ingin melakukan kerja sama operasi (KSO) didalam hal pengadaan material dan 

pemasangannya, maka Pihak Pelaksana terlebih dahulu mengajukan surat perjanjian KSO pada saat 

memasukan dokumen penawaran. 

2. Supplier dan teknisi/ operator wajib hadir mendampingi direksi dilapangan untuk pekerjaan khusus dimana 

pelaksanaan dan pemasangan bahan tersebut perlu persyaratan khusus sesuai instruksi pabrik. 

1.18 PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA / PEMBERSIHAN LOKASI 

1. Lingkup Pekerjaan : 

Pekerjaan pembersihan meliputi : 

1.1 Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini 

1.2 Semua pembongkaran pondasi, dinding bata, balok, dan kolom beton, instalasi listrik dan lain-lain yang 

diisyaratkan untuk dibongkar untuk pelaksanaan pekerjaan yang baru baik yang berupa struktural 

ataupun yang non struktural 

2. Pelaksanaan : 

2.1. Pembongkaran di lakukan dengan hati – hati serta meminimalisirkan resiko kecelakaan saat 

pembongkaran 

2.2. Pekerjaan ini mencakup pembersihan, pembongkaran, kecuali benda-benda yang telah ditentukan 

harus tetap di tempatnya atau yang harus dipindahkan sesuai dengan ketentuan PASAL-PASAL yang 

lain dari spesifikasi ini. Pekerjaan ini mencakup juga perlindungan/ penjagaan tumbuhan dan benda-

benda yang ditentukan harus tetap berada di tempatnya dari kerusakan atau cacat 

2.3. Lebih memperhatikan instalasi listrik yang terpasang pada bidang existing yang akan di bongkar 

2.4. Pekerjaan Pembongkaran dilakukan dengan sangat hati-hati. Pertama, memperhatikan sistem dan 

aliran kelistrikan yang ada. Bila perlu mematikan aliran listrik untuk sementara pekerjaan 

pembongkaran untuk memastikan semua sistem tidak aktif lagi sehingga tidak ada aliran listrik atau 

kabel yang bisa membuat orang kesetrum. jika semua sudah aman, memastikan tidak ada penghuni 

lain yang masih berada di area pembongkaran. kemudian mengeluarkan semua perabot yang ada dan 

menyingkirkan dalam jarak yang cukup aman. setelah itu pembongkaran bisa dilakukan. bagian yang 

akan di bongkar pertama kali yaitu seperti kusen dan elemen lainnya yang bisa dilepas secara 

langsung. untuk pembongkaran dinding atau tembok. pertama kalinya yang akan dibongkar adalah 

dinding yang punya ukuran paling tinggi. karena dinding ini sudah tidak punya element penahan, maka 
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resiko bisa roboh dan jatuh sendiri menjali lebih besar. dan sebelum di bongkar sebaiknya dilakukan 

penyiraman lebih dulu menggunakan air, agar debu yang berterbangan bisa diminimalkan. 

2.5. Semua pembongkaran harus menggunakan cara dan alat-alat khusus yang tidak akan merusak bagian-

bagian yang tidak diisyaratkan di bongkar. 

2.6. Semua puing dan sisa bongkaran harus dihilangkan secepatnya dari area  kawasan proyek atau atas 

persetujuan Pengawas sisa bongkaran tersebut harus dikumpulkan di suatu tempat diareal proyek 

2.7. Pihak Pelaksana wajib memperbaiki atau mengganti dengan yang baru apabila ada bagian-bagian 

bangunan yang rusak akibat pembongkaran tersebut dengan semua biaya ditanggung Pihak Pelaksana 

2.8. Semua sisa puing/sisa bongkaran tidak diperkenankan di bawah pulang atau diperjual belikan.  

2.9. Segala obyek yang berada di muka tanah sampah dan rintangan-rintangan lainnya yang muncul, yang 

tidak diperuntukan berada di sana, harus dibersihkan dan/atau dibongkar, dan di buang bila perlu. 

Pada daerah galian, segala tunggul dan akar harus di buang dari daerah sampai kedalaman sekurang-

kurangnya 50 cm di bawah elevasi lubang galian sesuai Gambar Kerja. Lubang-lubang akibat 

pembongkaran harus diurug dengan material yang memadai dan dipadatkan sampai 90% dari 

kepadatan kering maksimum sesuai AASHTO T 99. 

1.19 DRAINASE/ SALURAN 

1. Pembuatan drainase/ saluran tapak sementara 

Dengan mempertimbangkan keadaan topografi/ kontur tanah yang ada di tapak, Pihak Pelaksana wajib 

membuat saluran air sementara yang berfungsi untuk pembuangan air yang ada untuk menjaga agar lahan 

konstruksi tetap kering. 

Arah aliran ditujukan ke daerah permukaan yang terendah yang ada di tapak atau ke saluran yang sudah ada 

di lingkungan daerah pembangunan. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan tanpa ada pembayaran tambahan. 

2. Pemeliharaan drainase yang sudah ada 

Pihak Pelaksana harus memelihara drainase yang memasuki, melintasi atau mempengaruhi tempat kerja. 

Kewajiban ini mencakup, bila diminta oleh Konsultan Pengawas pembersihan saluran saluran, parit dan pipa-

pipa menuju hulu dan hilir sampai sejauh 100 meter di luar batas daerah konstruksi dan daerah milik jalan 

(right-of way). Ketentuan tersebut harus dilaksanakan tanpa ada pembayaran tambahan. 

3. Lokasi dan perlindungan utilitas dan bangunan eksisting 

a. Sebelum memulai pekerjaan konstruksi, Pihak Pelaksana harus melakukan survey untuk mengetahui detail 

lokasi segala utilitas yang akan kena pengaruh oleh pekerjaan Hasil survey harus dicatat dalam format 

rencana sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas, dan patok permukaan (surface pegs) pada tempat 

User
Rectangle



 

  22  

kerja yang menunjukkan okasi seluruh utilitas yang berada di bawah tanah, harus sudah ditancapkan. 

Patok-patok itu harus tetap terpancang selama berlakunya kontrak. 

b. Bila Pihak Pelaksana akan melaksanakan pekerjaan sementara atau permanen pada daerah sekitar utilitas 

itu, Pihak Pelaksana harus mempergunakan metoda konstruksi yang memadai, menyediakan peralatan 

perlindungan yang semestinya, tanpa ada pembayaran tambahan, dalam rangka mencegah kerusakan pada 

utilitas itu. Segala kerusakan pada utilitas yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pekerjaan 

Pihak Pelaksana dianggap sebagai tanggung jawab dari Pihak Pelaksana. 

1.20 PENGUKURAN KONDISI TAPAK DAN PENENTUAN PEIL +  0.00 

1. Pekerjaan pengukuran kondisi tapak. 

a. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana diwajibkan melakukan pengukuran kondisi “existing” 

tapak terhadap posisi rencana bangunan. Hasil pengukuran harus diserahkan kepada Direksi/ Konsultan 

Pengawas dan Konsultan Perencana. 

b. Ketidak-cocokan yang terjadi antara Gambar Kerja dan keadaan yang sebenarnya di lapangan, harus segera 

dilaporkan ke Konsultan Pengawas dan Perencana untuk diminta keputusannya. 

c. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudutnya dilakukan dengan alat-alat waterpass/ theodolit/Total 

Station. 

d. Pengkuruan sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga phytagoras hanya 

diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Perencana. 

e. Pihak Pelaksana harus mengajukan tiga salinan (copy) penampang melintang (cross section) kepada 

Konsultan Pengawas yang akan mengesahkan salah satu salinan atau merevisinya, kemudian 

mengembalikan kepada Pihak Pelaksana. Bila Konsultan Pengawas perlu mengadakan perubahan/revisi, 

Pihak Pelaksana harus mengajukan lagi salinan cross section untuk persetujuan di atas. Cross section dari 

Pihak Pelaksana harus digambar di atas kertas A3. bila cross section itu akhirnya disetujui, maka Pihak 

Pelaksana harus menyerahkan gambar lembar hasil reproduksinya kepada Pemimpin Proyek. 

2. Pekerjaan penentuan peil + 0.00 

Pekerjaan penentuan peil + 0.00 (finishing Arsitektur) adalah permukaan lantai finshing ruangan lantai dasar 

(Hall) bangunan seperti tertera dalam gambar kerja yaitu + 0.00 cm pada lantai dasar Bangunan Tata Laksana. 

Selanjutnya peil + 0.00 ini ditandai dengan patok ukur yang ditentukan di lapangan dan disetujui oleh Konsultan 

Pengawas. 
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1.21 PEK. PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK 

1. Sebelum memulai pekerjaan, Pihak Pelaksana harus melakukan pekerjaan pengukuran untuk memastikan 

lokasi yang tepat untuk penempatan komponen-komponen pekerjaan tertentu seperti ditunjukan dalam 

gambar. 

2. Yang termasuk pekerjaan pengukuran adalah : 

a. Pengukuran Site  

b. Penentuan dan penarikan as - as bangunan yang ada 

c. Pengukuran dan pengecekan Pemasangan patok – patok 

3. Segala pekerjaan pengukuran persiapan menjadi tanggungan Pihak Pelaksana dan dilaksanakan dengan 

waterpass (selang air dan mistar). 

4. Papan bangunan dan pemasangannya harus ditetapkan dibawah pengawasan konsultan, dengan titik patok dan 

papan duga yang dipancang di tanah atau air dan tidak mudah berubah oleh cuaca dari papan kayu kelas II 

ketebalan 2 cm. 

5. Setiap titik patok dengan patok lainnya di sambung menggunakan benang nilon dengan cara mengikat diatas 

paku yang telah dipasangi dengan palu pada setiap patok. 

6. Pada saat penentuan arah kiblat diwajibkan kepada Pihak Pelaksana untuk mengundang staf dari kantor. 

1.22 PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 

1. Pemeriksaan pekerjaan 

a. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutup atau menjadi tidak terlihat, Pihak Pelaksana harus memberikan 

kesempatan sepenuhnya kepada Konsultan Pengawas untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang 

akan ditutup dan tidak terlihat.  

b. Bila Pihak Pelaksana melalaikan perintah, Konsultan Pengawas / Direksi berhak menyuruh membongkar 

bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. 

c. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi tanggungan Pihak Pelaksana, tidak 

dapat di "klaim" sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. 

2. Kemajuan pekerjaan 

a. Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Pihak Pelaksana 

demikian pula metode/cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga 

diterima oleh Konsultan Pengawas. 

b. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut penilaian Konsultan 

Pengawas telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada 
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waktu yang diperpanjang maka Pengawas harus memberikan petunjuk langkah-langkah yang perlu diambil 

guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 

3. Perintah untuk pelaksanaan (foreman)  

Bila Pihak Pelaksana atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja di mana Konsultan Pengawas 

bermaksud untuk memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dituruti dan 

dilaksanakan oleh semua petugas Pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Pihak Pelaksana untuk menangani 

pekerjaan itu. 

4. Toleransi 

Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan toleransi yang 

diberikan dalam Spesifikasi, dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada bagian lainnya 

1.23 LAIN – LAIN  

1. Kerja lembur 

- Jika karena suatu hal  atau  Pihak Pelaksana merasa perlu untuk mengejar keterlambatan yang 

terjadi, maka Pihak Pelaksana dapat melaksanakan kerja lembur. Biaya kerja lembur Konsultan Pengawas 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana. 

- Sebelum melakukan kerja lembur, Pihak Pelaksana harus mengajukan rencana kerja lembur pada 

Konsultan Pengawas, dilengkapi dengan lampiran yang mencakup bagian•bagian yang akan dilembur, 

jumlah jam kerja lembur serta jumlah tenaga kerja. 

- Apabila Pihak Pelaksana menghendaki kerja lembur, sedangkan Pemberi Tugas beranggapan pekerjaan 

tersebut tidak perlu diawasi secara fisik oleh Konsultan Pengawas, maka Pihak Pelaksanawajib  membuat  

laporan  tertulis  kepada  Pemberi  Tugas  mengenai  bagian•bagian  yang dikerjakan, serta bertanggung 

jawab sepenuhnya pada pekerjaan yang dimaksud. 

- Jika pekerjaan lembur dilakukan sampai malam hari, maka Pihak Pelaksana wajib mengadakan sistim 

penerangan khusus yang memadai, agar supaya pekerja dapat bekerja dengan baik. 

2. Tanggungjawab Pihak Pelaksana terhadap lingkungan sekitar proyek 

- Sebelum melaksanakan kegiatan Pihak Pelaksana dianjurkan mendata terlebih dahulu kondisi bangunan 

dilingkungan sekitarnya. 

- Dalam melaksanakan pekerjaan Pihak Pelaksana harus melakukannya secara berhati•hati agar tidak 

merusak bangunan, pagar atau bagian lainnya disekitar proyek. 

- Segala  kerusakan  yang  timbul  akibat  pekerjaan  serta  claim  lainnya  dari penduduk disekitar proyek 

menjadi resiko Pihak Pelaksana dan Pihak Pelaksana berkewajiban menyelesaikannya secara tuntas. 
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- Selama pelaksanaan Pihak Pelaksana berkewajiban menjaga kebersihan jalan, saluran disekitar proyek 

dan untuk itu Pihak Pelaksana harus membuat tempat pencucian truk dilokasi pekerjaan. 

3. Pekerjaan pemasangan bahan-bahan pelindung dan pengawet 

- Pekerjaan  pelindung  (curing)  dan  pengawet  meliputi  pekerjaan  terakhir  yang  biasanya dilakukan 

untuk menjaga agar pekerjaan struktur atas yang telah diselesaikan dapat lebih tahan lama dan bebas 

dari pengaruh-pengaruh yang tidak dikehendaki dikemudian hari. 

- Pekerjaan  Pelindung  (curing)  dan  pengawet  meliputi  semua  jenis  pekerjaan  finishing berdasarkan 

petunjuk-petunjuk dari pabrik dan dengan persetujuan Konsultan PENGAWAS. 

- Pelaksana Pekerjaan /  Pihak Pelaksana Utama bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya 

pekerjaan tersebut dengan baik. 

4. Toleransi pelaksanaan 

- Penyimpangan dari toleransi seperti tersebut dibawah ini, Pelaksana Pekerjaan/Pihak Pelaksana harus 

bertanggung jawab atas perbaikan dan biaya-biayanya. Perbaikannya harus mendapat persetujuan 

Supervisi/Pengawas. Toleransi ini diberikan atas pekerjaan yang bertalian dengan setting out, garis as 

Jalan/Drainase, kedataran atau ketinggian, ketegakkan, ukuran dan tebal dari suatu ketinggian struktur 

dan lain-lain. 

- Toleransi : Ketegaklurusan : 

Penyimpangan dari bidang clan kolom terhadap garis vertikal tidak melampui 6mm per meter dengan 

maksimum 13 mm. 

Kedataran : 

Tinggi 3 meter dari lantai, penyimpangannya - 6 mm.,  

Tinggi 6 meter dari lantai, penyimpangannya - 13 mm,  

Penampang : 

Penyimpangan maksimum terhadap dimensi penampang nominal dari kolom balok, pelat dan lain-lain 

adalah : 

Dimensi < 15 cm, penyimpangannya  = + 10 mm -  13 mm,   

Dimensi >15 cm, penyimpangannya  = + 13 mm -   6 mm,  

Lubang (opening) : 

Penyimpangan maksimum terhadap ukuran nominal dan lokasinya pada lantai dan dinding  : 6 mm. 
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BAB II : SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR 
2.1 PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK 

No Nama Pekerjaan Spesifikasi Teknis Keterangan 

1 Pekerjaan Kanstin   

 Pek. Penggalian Tanah Biasa Kedalaman 0 s.d. 1m 
Dilakukan dengan excavator atau 

manual sesuai kondisi lapangan. 

 Pek. Urukan pasir Lokal 
Dipadatkan setiap 20 cm dengan alat 

pemadat (stamper atau wacker). 

 Pek. Kanstin  
Kanstin Pracetak Uk. 150x300x400 

mm, mutu f'c 25 MPa 

Pemasangan menggunakan mortar 

1PC : 4PP, dengan pemadatan dan 

perataan sebelum pemasangan. 

Serta pengaplikasi mortas pada 

bagian bawah paving untuk 

kestabilan dudukan. 

 

Pek. Pengecatan Tembok Baru 

(1 Lapis Plamuur. 1 Lapis Cat 

Dasar. 2 Lapis Cat Penutup) 

Penta Prima (Roadline), Cat Propan 

(Traffikote Solvent), Nippon Paint 

(Roadline) 

 

2 Pekerjaan Paving Block   

 Pek. Timbunan Sirtu 
Lokal, ketebalan setelah 

dipadatkan 7 cm 

Menggunakan material dengan 

gradasi sesuai SNI 03-1972-1990. 

 
Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk 

(Tebal 80 mm) 
Lokal  

 Pek. Paving Block 

Beton Pracetak Persegi (Paving 

Bata) Uk. 10,5 x 21 cm t : 8 cm mutu 

K300 Natural, f.c 25 MPa 

Dipasang dengan pola tertentu dan 

menggunakan pasir urug dengan 

ketebalan 80 mm. 

* Pasir 
Lokal,  kadar lumpur yang diizinkan 

Maksimal 5 % 
 

* Kerikil Lokal ,  Maksimum 30  mm  

* Semen SNI  

Lembar Spesifikasi Teknis digunakan untuk lampiran dalam kontrak dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan 

penyedia jasa.Spesifikasiteknis bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, Sebelum memasukan  material kelokasi  
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terlebih dahulu mengajukan sampel material dan harus  mendapat  persetujuan  dari direksi, konsultan pengawas,  PPK, 

dan  KPA, 

2.2 PEKERJAAN DRAINASE LINGKUNGAN 

No Nama Pekerjaan Spesifikasi Teknis Keterangan 

1 Pekerjaan Penggalian Tanah Biasa Kedalaman 0 s.d. 1m 

Excavator/manual, 

disesuaikan dengan 

kondisi lapangan. 

2 
Pekerjaan Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 

50 mm) 
Lokal  

3 Pekerjaan Pondasi Batu Belah 
Mortar Tipe N (5.2 MPa) 1SP : 4PP, 

Lokal 

Disusun berjenjang 

dengan penempatan batu 

besar di bawah dan batu 

kecil di atas. 

4 Pekerjaan Plesteran  1 SP : 3 PP Tebal 15 mm, Lokal 
Finishing harus rata dan 

halus. 

5 Pekerjaan Pipa PVC PVC AW 3" 

Digunakan untuk aliran 

air, dengan kemiringan 

sesuai standar drainase. 

6 Pekerjaan Pemasangan Acian SNI  

7 Pekerjaan Plat Beton t = 150 mm   

 Pek. Beton Plat Mutu f'c. 25 Mpa, Lokal  

 Pek. Pembesian Plat Beton SNI  

 Pek. Bekisting Plat Beton   

8 Pekerjaan Cor Beton Manhole Mutu f'c. 25 Mpa, Lokal  

9 Pekerjaan Penutup Manhole 
Pracetak Uk. 864x864 mm dan Uk. 

764x764 mm 
 

10 Pek. Box Tangkapan Air   

 
Pek. Penggalian Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 

1m 
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Pek. Urukan Dengan Pasir Uruk (Tebal 50 

mm) 
Lokal  

 Pek. Beton Bak Kontrol Mutu f'c. 17 Mpa, Lokal  

 Pek. Urukan Kembali Galian Tanah Lokal  

 Pek. Grill Bak Kontrol   

* Pasir 
Lokal ,  kadar lumpur yang diizinkan 

Maksimal 5 % 
 

* Kerikil Lokal ,  Maksimum 30  mm  

* Semen SNI  

 

Lembar Spesifikasi Teknis digunakan untuk lampiran dalam kontrak dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan 

penyedia jasa.Spesifikasiteknis bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan, Sebelum memasukan  material kelokasi  

terlebih dahulu mengajukan sampel material dan harus  mendapat  persetujuan  dari direksi, konsultan pengawas,  PPK, 

dan  KPA. 
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BAB III : PEKERJAAN PERSIAPAN 

3.1. PEMBERSIHAN LAHAN   

a).  Pembersihan lahan kerja meliputi : 

 Pemanasan batang pohon dana tau penebangan pohon pada area krja yang berpotensi 

mengganggu jalannya pekerjaan, sebelum penebangan pohon, kontraktor harus membuat 

surat izin kepada pihak terkait dengan menyetujui segala konsekuensinya, termasuk 

mengganti dan menanam kembali pohon dengan jumlah dan ukuran yang dipersyaratkan, 

dengan dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani pihak pihak terkait. 

 Pembersihan bongkaran material (bila ada) termasuk batu batu besar/batang kayu dan lain 

sebagainya. 

 Bangunan di atas dan dibawah tanah yang sudah tidak digunakana dan sebagainya 

 Pembersihan material yang berada dalam tanah bila mengganggu pekerjaan seperti pondasi 

lama, instalasi mekanikal elekstrikal yang sudah tidak dipakai 

 Pemindahan instalasi mekanikal dan elektrikal dibawah maupun diatas tanah jika masih 

digunakan pada tempat lain maupun kebutuhan pekerjaan 

 Pemindahan saluran irigasi (jika ada) 

b). Seluruh pekerjaan diatas harus mendapat persetujuan dan dibuatkan berita acara untuk ditanda 

tangani oleh pihak-pihak terkait. 

c). Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kontraktor merusak material/instalasi/ 

banguna/pohon dan lain sebagainya yang tidak izinkan dibongkar/dibersihkan, maka kontraktor 

harus mengganti/memperbaiki seperti keadaan semula. 

d). Jika diketahui yang akan digunakan menggandung/terpapar limbah B3 baik padat maupun cair, 

kontraktor harus melakukan pemulihan lahan tersebut sebelum dilaksanakan pekerjaan 

pembangunan. Pemulihan lahan harus dilaksanakan oleh pihak-oihak yang berpengalaman 

melakukan pekerjaan tersebut dan didampingi oleh dinas/instansi terkait sampai lahan benar-

benar dinyatakan bebas limbah B3 padat maupun cair dan dibuatkan berita acara yang ditanda 

tangani oleh pihak-pihak terkait. 
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3.2. PAPAN NAMA PROYEK 

a). Papan Nama Proyek membuat segala informasi proyek dari mulai judul pekerjaan, nomor kontrak, 

nilai kontrak, nama perusahaan baik konsultan perencana, konsultan Pengawas dan kontraktor, 

jumlah hari kerja, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. 

b).  Bahan-bahan lainnya yang diperlukan di antaranya: kayu, multiplek, serta dudukan tiang 

papan nama. 

c).  Ukuran papan nama pekerjaan minimum  0,6  m x 0,8  m bahan multipleks, dilapisi print outdoor 

yang tidak mudah rusak. 

d).  Papan nama dipasang pada tempat yang jelas dan mudah dibaca.  

e).  Biaya pekerjaan ini menjadi tangging jawab Kontraktor. 

3.3. PAGAR PENGAMAN PROYEK 

Kontraktor  diwajibkan  membuat  pagar  halaman  di  sekeliling  site  untuk menjaga keamanan 

dan ketenangan kegiatan pelaksanaan. 

a.   Pagar dari seng  gelombang BJLS  20  tebal 0.2  mm  dipasang tegak setinggi 200 cm. 

b.   Rangka kayu mutu B, dengan penguat mendatar 3 baris (atas, tengah dan bawah) dan penguat 

tegak jarak maksimum 250 cm. 

c.   Jarak pagar pengaman proyek minimal 2 meter dari lokasi site. 

d.   Biaya pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor. 

3.4. PEMBUATAN DIREKSI KEET, GUDANG A LAT/BAHAN DAN LOS KERJA/BEDENG KERJA.  

a.   Direksi keet/kantor sementara ukuran minimal 4 x 3 m; 

 Kontraktor     diwajibkan    membuat    bangunan     sementara     guna kepentingan 

Kontraktor sendiri (sebagai kantor Proyek lengkap dengan perabotnya, berupa: meja kursi 

tamu, meja kursi rapat, meja kursi rapat, papan tulis/white  board dan  alat  tulis,  

kalender,  jam  dinding,  unit komputer  PC/laptop, proyektor, serta  printer  yang  dapat 

digunakan semua pihak yang berkepentingan dalam proyek ini, dan Alat Pemadam Api 

Ringan/APAR)   yang  lokasinya disetujui oleh Konsultan pengawas. 
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 Bentuk dan ukuran kantor sementara disesuaikan dengan kebutuhan, dilengkapi toilet 

dan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan dan bahaya kebakaran, serta 

memperhatikan lokasi yang tersedia sehingga tidak mengganggu kelancaran. 

 Selesai proyek, seluruh bangunan sementara (bangunan saja) menjadi milik Kontraktor, dan 

Kontraktor wajib membongkar serta memindahkan bongkaran bangunan sementara 

tersebut setelah mendapat instruksi dari Konsultan pengawas atau ditentukan lain. 

 Jika telah terdapat bangunan dan dianggap layak sebagai direksi keet pada    lokasi   

pekerjaan,   dengan    izin    PPK    Kontraktor    dapat menggunakan bangunan tersebut 

sebagai direksi keet. 

 Kontraktor   diwajibkan  merawat  peralatan  seperti  pompa  dan  lain sebagainya milik 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)  (bila ada) serta menanggung   biaya  perawatan  

peralatan  selama   berlangsungnya pekerjaan. 

 Kontraktor diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material pelaksanaan baik 

di luar (terbuka) ataupun di dalam gudang sesuai dengan sifat-sifat  barang dan material 

tersebut  dengan persetujuan Konsultan     Manajemen    Konstruksi,     sehingga    akan    

menjamin keamanannya    dan    terhindar     dari    ke rusakan-kerusakan    yang diakibatkan 

oleh cara penyimpanan yang salah. 

 Barang-barang   dan   material   yang   tidak   akan  digunakan   untuk kebutuhan   langsung   

pada   pekerjaan   yang   bersangkutan   tidak diperkenankan untuk disimpan di dalam site. 

b.   Gudang alat dan bahan (sewa) 

 Kontraktor   wajib  membuat  gudang  sementara  tempat  penimbunan material seperti 

pasir, koral, besi beton, dan lain-lain.  Material harus terlindung  dengan baik. Gudang 

dilengkapi dengan pintu serta  kunci secukupnya. Gudang semen, lantainya dibuat bebas 

da ri kelembaban udara  minimal  30  cm  di atas  permukaan lantai  plesteran. Gudang 

dibongkar setelah mendapat persetujuan dari Konsultan  Manajemen Konstruksi. 

 Gudang material harus baik, sehingga bahan bahan yang disimpan dan akan dipergunakan 

tidak rusak karena hujan, panas dan lain lain, 

 Bahan  untuk   pembuatan  gudang  dipergunakan  kayu  meranti   dan dinding tripleks 

berkualitas baik. 
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 Luas lantai gudang setidaknya 24 m², atau sesuai kebutuhan 

 Disediakan APAR 3 kg dalam gudang di lokasi yang mudah dijangkau. 

 Lokasi gudang harus disetujui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).  

 

c.   Los kerja/bedeng kerja (sewa) 

 Kontraktor  harus  menyediakan los kerja  ukuran  24  m²  atau  sesuai kebutuhan untuk 

para pekerja. 

 Kontraktor harus membuat rencana lay out dari bangunan direksi keet dan los  kerja 

serta   gudang material tersebut untuk mendapat persetujuan PPK (Pejabat Pembuat 

Komitmen). 

3.5. PENENTUAN BM (BENCH MARK) / PATOK TITIK DUGA 

a.   Kontraktor  harus  membuat  patok-patok untuk  membentuk  garis-garis sesuai dengan gambar, 

dan harus  memperoleh persetujuan  Konsultan pengawas/supervisi sebelum memulai 

pekerjaan. Bila dianggap perlu, Konsultan pengawas/supervisi  dapat merevisi garis-

garis/kemiringan dan meminta Kontraktor untuk  membetulkan patok-patok itu. Kontraktor harus 

mengajukan pemberitahuan mengenai rencana pematokan atau penentuan permukaan (level) 

dari bagian pekerjaan tertentu, tidak kurang dari  48  (empat  puluh  delapan)  jam,  agar  

susunan  patok  itu  dapat diperiksa.  Kontraktor   harus   membuat   pengukuran atas pekerjaan 

pematokan dan konsultan pengawas/supervisi /Tim   Teknis  akan memeriksa pengukuran itu. 

b.   Patok  ukur  dibuat  dari  kayu  secukupnya,  berpenampang  5  x  7  cm tertancap  kuat ke dalam 

tanah  sedalam 100  cm  dengan bagian yang muncul di atas muka tanah cukup untuk 

memberikan indikasi peil + 0,00 sesuai Gambar Kerja, Untuk  pedoman selanjutnya dari 

bangunan yang lain, maka harus dibuatkan patok permanen yang ditanamkan ke dalam tanah 

dan tidak mudah bergerak/bergeser, bisa menggunakan pipa PVC AW   Class,  minimal  Ø   3” 

dan   diberi   tulangan   besi  yang   dicor menggunakan semen. Patok ditanamkan sebelum 

pekerjaan bouwplank dimulai, tempat penanaman patok harus dikonsultasikan kepada pemberi 

tugas dan Konsultan Manajemen Konstruksi/Tim Teknis. 

User
Rectangle



 

  33  

c.   Pada dasarnya, patok ukur ini dibutuhkan sesuai patokan ketinggian atau peil permukaan yang 

ada dan tercantum dalam Gambar Kerja. 

d.  Jumlah patok ukur  yang harus  dibuat oleh Kontraktor  minimal 2  (dua) buah,  dan  lokasi  

penanamannya  sesuai  petunjuk   dan  persetujuan Konsultan pengawas/supervisi /Tim Teknis 

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau terganggu selama pelaksanaan 

pembangunan berlangsung. 

e.  Patok ukur adalah permanen, tidak dapat diubah, harus diberi tanda yang jelas,  dan  dijaga  

keutuhannya   sampai  pelaksanaan  pembangunan selesai dan ada instruksi  dari Konsultan  

pengawas/supervise untuk dibongkar atau dibiarkan. 

3.6. UJI MATERIAL 

Beberapa yang harus dilakukan uji material: 

a.   Pengujian  beton (SNI  1974-2011   Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton  dengan Benda Uji Silinder) 

b.   Pengujian baja (SNI 2052-2017  Baja Tulangan Beton). 

-   Untuk kelompok yang terdiri dari nomor leburan yang berbeda dari satu ukuran dan satu 

kelas baja yang sama, sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton diambil 1 (satu)  contoh 

uji, selebihnya berdasarkan kelipatannya dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) contoh uji. 

-   Contoh untuk uji sifat mekanis diambil sesuai dengan kebutuhan masing- masing, maksimum 

1,0  meter. 

c.   Pengujian  beton (SNI-03-0691 tentang Bata beton (paving block)) 

d.   Dan lain-lain. 

e.    Biaya pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor. 

3.7. PEMASANGAN BOWPLANK 

a.   Papan bangunan (bouwplank) dibuat dari Kayu Kelas Kuat II, Kelas Awet III dengan ukuran tebal 

2 cm dan lebar 15 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya. 

b.    Papan bangunan dipasang pada patok kayu 5/7 dengan jarak satu sama lain  adalah 1,50  m  

tertancap  di tanah  sehingga tidak dapat digerak- gerakkan atau diubah. 
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c.  Papan bangunan dipasang sejarak 2,00  m dari tepi galian atau sesuai dengan keadaan 

setempat. 

d.   Tinggi sisi atas papan bangunan harus sama dengan antara satu dengan lainnya atau rata 

Waterpass dan Theodolite. 

e.   Setelah   selesai  pemasangan  papan   bangunan,   Kontraktor   harus melaporkan kepada 

Konsultan Manajemen Konstruksi/Tim Teknis untuk mendapatkan persetujuan. 

f.  Kontraktor harus menjaga dan memelihara keutuhan dan ketepatan letak papan bangunan ini 

sampai tidak diperlukan lagi. 

 

3.8. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI 

a.    Mobilisasi Personil 

Penyedia Jasa harus  memobilisasi personil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

• Mobilisasi  personil   dilakukan   secara  bertahap sesuai dengan kebutuhan  dengan      

persetujuan Konsultan  Pengawas/Supervisi/Tim Teknis. Untuk tenaga inti harus 

mengacu pada daftar personel inti  (key  personel)  yang   dilampirkan dalam berkas 

penawaran. 

• Mobilisasi Kepala Penyedia Jasa yang memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut 

cakupan pekerjaannya.  

• Dalam pengadaan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian sesuai  dengan  

yang  diperluka n maka  prioritas   harus   diberikan kepada pekerja setempat. 

b.   Mobilisasi Peralatan 

Kontraktor   harus   memobilisasi  peralatan  sesuai  dengan  ketentuan sebagai berikut: 

• Penggunaan  alat  berat  dan  pengoperasian  peralatan/kendaraan sudah  mengikuti   

aturan  perizinan   yang   ditetapkan  oleh  Dinas Angkutan  Lalu  Lintas  Jalan  Raya,  pihak  

Kepolisian,  dan  Badan Lingkungan. 

• Mobilisasi dan pemasangan peralatan harus  sesuai dengan daftar peralatan yang 

tercantum dalam Dokumen Kontrak, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana 

peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak ini. 
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• Bilamana setiap alat berat yang dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak 

mungkin digunakan lagi maka alat berat tersebut segera dikembalikan. 

• Penyedia   Jasa   melaksanakan   operasional   dan    pemeliharaan kendaraan/ peralatan 

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari air 

dan tanah. 

c.  Mobilisasi Material 

Kontraktor harus memobilisasi material sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Mobilisasi material sesuai dengan jadwal dan realisasi pelaksanaan fisik. 

• Material  yang  akan didatangkan dari luar  lokasi pekerjaan harus terlebih dahulu diambil 

contohnya untuk  mendapatkan persetujuan dari  Konsultan  Manajemen  Konstruksi   dan 

diuji  keandalannya di laboratorium,   apabila   tidak   memenuhi    syarat,   harus   segera 

diperintahkan untuk  diangkut ke luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam. 

d.  Jalan Kerja 

• Jalan   yang   dipergunakan   untuk    kegiatan   pelaksanaan  harus disiapkan oleh 

Kontraktor  sendiri,  dengan lebar dan  kondisi jalan kerja harus memenuhi syarat untuk 

lalu lintas kendaraan roda 4 atau lalu lintas kerja dengan aman. 

• Kontraktor wajib memelihara dan memperbaiki jalan masuk atau jalan lingkungan 

setempat, gorong-gorong jembatan lingkungan setempat yang rusak akibat lalu lintas 

kegiatan pekerjaan. 

e.   Jam Kerja 

• Kontraktor  menentukan sendiri jam kerja bagi petugas dan pekerja yang dikerahkan untuk  

melaksanakan pekerjaan ini,  dengan tetap memperhitungkan waktu penyelesaian  

pekerjaan  dan dengan mengingat peraturan perburuhan yang berlaku di tiap daerah yang 

bersangkutan. 

• Dalam  rangka  mempercepat penyelesaian pekerjaan agar  dapat mencapai  target  

pelaksanaan fisik/tepat  pada waktunya   ataupun karena sifat/syarat pelaksanaan 

pekerjaan tidak boleh terputus maka Kontraktor  dapat melaksanakan pe kerjaan diluar  jam 

kerja/lembur bila perlu sampai malam hari. 
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• Dalam hal Kontraktor  akan bekerja di luar jam kerja/lembur maka Kontraktor  harus  

memberitahukan  kepada Konsultan  Pengawas/Supervisi  pekerjaan secara  tertulis  

sekurang -kurangnya  24  jam sebelumnya. 

f.     Demobilisasi 

Kegiatan   demobilisasi   berupa   pembongkaran   tempat   kerja    oleh Kontraktor   pada  saat  

akhir   kontrak   termasuk   pemindahan  semua instalasi,  peralatan  dan  perlengkapan  dari  

tanah  milik   Owner  dan pengembalian  kondisi  tempat  kerja  menjadi  kondisi  semula  

seperti sebelum pekerjaan dimulai. 

3.9. PERALATAN KERJA 

Semua   alat-alat  untuk   pelaksanaan  pekerjaan  harus   disediakan  oleh Kontraktor,  sebelum 

pekerjaan fisik dimulai, dalam keadaan baik dan siap pakai, antara lain: 

 Concrete Mixer yang akan ditentukan kemudian oleh Konsultan Pengawas/Supervisi. 

 Total  station  (Theodolit  dan  waterpass)   yang  telah  diijinkan  oleh Konsultan 

Pengawas/Supervisi. 

 Perlengkapan penerangan untuk kerja lembur. 

 Pompa air sesuai kebutuhan untuk sistem pengeringan, jika diperlukan. 

 Penggetar beton yang jumlah dan tipenya akan ditentukan kemudian oleh Konsultan 

Pengawas/Supervisi /Tim Teknis. 

 Mesin pemadat  tanah. 

 Alat-alat  besar sesuai dengan besaran  (magnitude) pekerjaan tanah apabila diperlukan. 

 Kontraktor wajib menyediakan tambahan pera latan jika peralatan yang ada dinilai tidak 

mencukupi. 

 Keamanan alat selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab Kontraktor sendiri. 

3.10. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

Sesuai petunjuk  PPK/Tim  Teknis, Konsultan  Pengawas/Supervisi,   jika terdapat pekerjaan 

yang belum disya ratkan dalam pekerjaan persiapan, maka Kontraktor wajib untuk 

melaksanakannya dan biaya ditanggung Kontraktor. 

User
Rectangle



 

  37  

3.11. PERIZINAN 

Semua  hal  yang  terkait  dengan pengurusan  perizinan  menjadi  tanggung jawab Kontraktor. 

3.12. METODE, PERSYARATAN DAN JADWAL/TIME SCHEDULE PELAKSANAAN 

Setiap  Kontraktor  diwajibkan untuk   membuat  metode  pelaksanaan pada setiap bagian 

pekerjaan yang tercakup. 

3.13. KEBUTUHAN SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)/PEKERJA 

Kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia)/pekerja disesuaikan dengan jenis lingkup pekerjaan 

yang dilaksanakan. 

3.14. ANALISIS K3 (KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)  

Pelaksanaan Pekerjaan Kontraktor harus    memperhatikan    keselamatan   saat    berlangsungnya 

pekerjaan, di antaranya menyediakan : 

 Menyediakan  kotak  P3K   (Pertolongan   Pertama   Pada   Kecelakaan) termasuk isinya menurut 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kotak P3K dipasang pada tempat yang strategis dan 

mudah dicari. 

 Pemasangan  rambu-rambu  K3  (rambu  peringatan,  rambu  informasi, rambu anjuran,  rambu 

khusus  pemadaman api, dan rambu larangan). Standar warna untuk rambu-rambu: warna kuning 

untuk peringatan, hijau untuk informasi, biru untuk anjuran, merah untuk larangan. 

 APD (Alat Pelindung Diri), seperti: 

a.    Safety net (Horizontal dan Vertikal) 

b.   Helm pelindung (standar ANSI Z89.1-1986).  

c.   Pelindung mata (standar ANSI Z87.1-2003).  

d.   Pelindung telinga. 

-  Tutup telinga (standar EN352-1 Ear Muffs) digunakan untuk  tingkat kebisingan > 85 dB 

-  Sumbat telinga (standar ANSI S12.6-1997  Ear Plugs) 

e.   Masker pernapasan.  

f .  Rompi 

g .  Mante l  hujan 
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h.  Sabuk  pengaman dan harness  (standar  EN361) ,  waj ib  digunakan untuk 

peker jaan pada ket inggian  >1,5  m 

i .  Sarung tangan (SNI  06-0652-2005 

j .  Sepatu  (SNI  12-1848-2006) 
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BAB IV: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

4.1. URAIAN UMUM 

a) Pekerjaan ini mencakup ketentuan-ketentuan penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan 

bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat 

kerja. 

b) Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan 

kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi 

pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh pengguna jasa. 

c) Penyediaan jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor : 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 

dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2021 Tentang Pedoman Sistim Manajemen Kesematan Konstruksi. 

4.2. SISTEM MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI 

a) Penyedia jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, 

penilaian resiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan rencana K3 Kontrak 

(RKK) yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Supervisi/Tim Teknis. 

b) Penyediaan jasa harus melibatkan Ahli K3 konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 tinggi 

atau sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 sedang dan 

kecil. Ahli K3 Konstruksi atau petugas K3 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi Sistim Manajemen K3 Konstruksi Tingkat resiko K3 ditetapkan oleh pengguna Jasa. 

c) Penyedia jasa harus membentuk Panitia Pembina K3 (P2KA) bila : 

 Mengelola pekerjaan yang memperkejakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang 

 Mengelola pekerjaan yang memperkerjakan pekerja kurang dari 100 orang. Akan tetapi 

menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar terjadinya 

peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. 
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P2KA (Panitia Pembinaan K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang 

merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama 

saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamtan dan kesehatan kerja. Unsur 

P3KA terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, Ketua P2KA adalah pemimpin puncak organisasi 

penyedia Jasa dan Sekretaris P2KA adalah ahli K3 Konstruksi. 

d)  Penyedia Jasa  harus  membuat  Laporan  Rutin  Kegiatan  P2K3  ke  Dinas Tenaga  Kerja  

setempat  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  Direksi Pekerjaan 

e)   Penyedia Jasa harus  melaksanakan Audit Internal  K3  Konstruksi   Bidang pekerjaan Umum 

f)   Penyediaan Jasa harus  melakukan tinjauan  ulang  terhadap  RK3K  (pada bagian  yang  memang  

perlu  dilakukan  kaji  ulang)  setiap  bulan  secara berkesinambungan selama pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi berlangsung 

g)   Direksi   Pekerjaan   dapat   sewaktu-waktu    melaksanakan   inspeksi   K3 Konstruksi 

4.3. K3 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA 

a) Fasilitas Pencucian 

Penyediaan Jasa harus menyediakan fasilitas pencucian yang yang memadai dan  sesuai  dengan  

pekerjaan yang  dilakukan  untuk   seluruh  pekerjaan konstruksi.  Fasilitas  pencucian  termasuk  

penyediaan  air panas  dan  zat pembersih untuk kondisi berikut ini: 

-  Jika pekerja beresiko terpapar kontaminasi kulit yang diakibatkan oleh zat beracun, zat yang 

menyebabkan infeksi dan iritasi atau zat sensitif lainnya 

-  Jika   pekerja   menangani   bahan   yang   sulit   dicuci   dari   kulit    jika menggunakan air 

dingin 

-    Jika pekerja harus membersihkan seluruh badannya 

-  Jika pekerja terpapar pada kondisi panas atau dingin yang berlebih, atau bekerja pada kondisi 

basah yang tidak biasa sehingga  menyebabkan para pekerja harus  membersihkan seluruh  

badannya, maka Penyedia Jasa harus  menyediakan pencucian air  (shower) dengan jumlah  

yang memadai 

-   Untuk kondisi normal, Penyedia Jasa harus menyediakan pencucian air untuk mandi dengan 

jumlah sekurang -kurangnya satu untuktuk  setiap 15 orang 
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-   Penyedia jasa wajib menyediakan fasilitas tambahan antara lain adalah hand sanitizer dan 

masker bagi seluruh pekerja dan tamu. 

b)  Fasilitas Sanitasi 

o Penyedia Jasa harus menyediakan toilet yang memadai baik toilet khusus pria maupun  toilet 

khusus  wanita  yang dipekerjakan di dalam atau di sekitar tempat kerja 

o Jika Penyedia Jasa mempekerjakan lebih dari 15 orang tenaga  kerja, maka persyaratan 

minimumnya adalah: 

a.  Satu  peturasan  untuk   jumlah  pekerja  15  orang,  apabila  jumlah pekerja lebih dari 15 

orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu perutusan 

b.  Satu kloset untuk jumlah pekerja kurang dari 15 orang, apabila jumlah pekerja lebih dari 

15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu kloset 

c) Jika Penyedia Jasa mempekerjakan wanita, toilet harus disertai fasilitas pembuangan 

pembalut wanita 

d)  Toilet pria dan wanita  harus dipisahkan dengan dinding tertutup  penuh. Toilet harus 

mudah diakses, mempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup, dan  terlindung   dari  

cuaca.  Jika  toilet  berada  di  luar,  harus disediakan jalur jalan kaki yang baik dengan 

penerangan yang memadai di sepanjang jalur tersebut. Toilet harus dibuat dan 

ditempatkan sedemikian   rupa    sehingga  dapat menjaga  privasi  orang  yang 

menggunakan dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan 

e)  Penyedia Jasa dapat menyediakan satu toilet jika: 

-     Setiap jumlah pria dan setiap jumlah wanita kurang dari 10 orang 

-     Toilet benar-benar tertutup 

-     Mempunyai kunci dalam 

-     Tersedia fasilitas pembuangan pembalut wanita 

-     Tidak terdapat urinal di dalam toilet tersebut 

c) Air Minum 

Penyedia Jasa harus menyediakan pasokan air minum yang memad ai bagi seluruh pekerja 

dengan persyaratan: 
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o Mudah diakses oleh seluruh pekerja dan diberi label yang jelas sebagai air minum 

o Kontainer  untuk  air minum  harus  memenuhi  standar kesehatan yang berlaku 

o Jika tersimpan dalam kontainer, kontainer harus: 

-     Bersih dan terlindungi dari kontaminasi dan panas 

-  Harus dikosongkan dan diisi air minum setiap hari dari sumber yang memenuhi 

standar kesehatan 

d) Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 

 Peralatan P3K harus tersedia dalam seluruh kendaraan konstruksi dan di tempat kerja 

 Di  tempat  kerja  harus  selalu  terdapat  pekerja  yang  sudah  terlatih dan/atau   

bertanggung   jawab   dalam   Pertolongan   Pertama    Pada Kecelakaan 

e) Akomodasi untuk Makan dan Baju 

 Akomodasi yang memadai bagi pekerja harus disediakan oleh Penyedia 

 Jasa sebagai tempat untuk makan, istirahat, dan perlindungan dari cuaca  

 Akomodasi tersebut  harus  mempunyai lantai  yang  bersih,  dilengkapi meja  dan kursi,  

serta  furniture   lainnya  untuk  menjamin  tersedianya tempat istirahat makan dan 

perlindungan dari cuaca 

 Tempat sampah harus disediakan, dikosongkan dan dibersihkan secara periodik 

 Tempat ganti baju untuk pekerja dan tempat penyimpanan pakaian yang 

 tidak digunakan selama bekerja harus disediakan. Setiap pekerja harus disediakan lemari 

penyimpanan pakaian (locker). 

f)  Penerangan 

 Penerangan  harus  disediakan di  seluruh  tempat  kerja,  termasuk  di ruangan, jalan, jalan 

penghubung, tangga dan gang. Semua penerangan harus dapat dinyalakan ketika setiap 

orang melewati atau menggunakan Penerangan tambahan harus  disediakan untuk  pek 

erjaan detil, proses berbahaya, atau jika menggunakan mesin 

 Penerangan darurat yang memadai juga harus disediakan 
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g)  Pemeliharaan Fasilitas 

Penyedia Jasa harus menjamin terlaksananya pemeliharaan fasilitas -fasilitas yang  disediakan 

dalam kondisi bersih  dan  higienis,  serta  dapat diakses secara nyaman oleh pekerja 

h) Ventilasi 

 Seluruh tempat kerja harus mempunyai aliran udara yang bersih 

 Pada  kondisi  tempat  kerja  yang  sangat  berdebu misalnya  tempat pemotongan beton, 

pengguna bahan kimia berbahaya seperti perekat, dan  pada  kondisi  lainnya,  Penyedia  

Jasa  harus  menyediakan  alat pelindung nafas seperti respirator dan pelindung mata 

i)  Penyediaan  Ruang  Klinik   Kesehatan  memadai  yang  dilengkapi  tabung oksigen, pengukur 

suhu  badan nir-sentuh,  pengukur tekanan darah, obat- obatan dan petugas medis 

4.4. ELEKTRIKAL 

1)    Pasokan Listrik 

Alat elektrik portabel yang dapat digunakan di situasi lembab hanyalah alat yang memenuhi 

syarat: 

a)    Mempunyai  pasokan yang  terisolasi dari  earth  dengan voltase  antar konduktor tidak 

lebih dari 230 volt 

b)    Mempunyai sirkuit earth yang terminor dimana pasokan listrik pada alat akan secara 

otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth 

c)    Alat mempunyai insulasi ganda 

d)    Memounyai sumber listrik  yang dihubungkan dengan earth  sedemikian rupa sehingga 

voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC, atau 

e)   Mempunyai alat pengukur arus sisa (residual) 

2)    Supplay Switchboard sementara 

Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus menjadi perhatian utama 

dan harus: 

a)   Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan 

terganggu oleh cuaca 
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b)   Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan ditempel sedemikian  rupa   

sehingga  tidak  akan  merusak  kabel  lentur   yang tersambung  dengan panel  dan  harus  

dapat  melindungi  switch   dari kerusakan mekanis. Pintu harus diberi tanda: HARUS 

SELALU DITUTUP 

c)   Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah 

d)   Ditempelkan pada dinding permanen atau struktur yan didesain khusus untuk ini 

e)   Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut 

3)    Inspeksi peralatan 

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan untuk   pertama  

kali  dan  setelahnya  sekurang -kurangnya  tiap  tiga  bulan. Seluruh alat dan perlengkapan 

kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi yang  menginformasikan   tanggal  terakhir   

inspeksi  dan  tanggal  inspeksi selanjutnya 

4)   Jarak bersih dari saluran listrik 

Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur  atau perancah tidak 

boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik  udara tanpa ijin tertulis dari pemilik 

saluran listrik. 

4.5. MATERIAL DAN KIMIA BERBAHAYA 

1)   Alat Pelindung Diri 

Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja dengan 

ketentuan: 

a)   Seluruh dan personil lainnya yang terlibat harus  dilatih car pe nggunaan alat pelindung 

diri dan harus memahami alat penggunaannya 

b)   Jika dipandang tidak praktis untuk  melindungi bagian atas dan jika ada resiko terluka 

dari objek jatuh, maka Penyedia Jasa menyediakan helm pelindung   dan   seluruh   

personil   yang   terlibat   di   lapangan   harus menggunakannya 

c)  Perlindungan mata harus digunakan jika terdapat kemungkinan kerusakan mata akibat 

pekerjaan las, atau dari serpihan material seperti potongan gergaji kayu, atau potongan 

beton 
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d)   Sepatu yang digunakan harus mampu melindungi kaki p ekerja. Gunakan sepatu dnegan 

ujung besi di bagian jari kaki 

e)   Pelindung kebisingan harus digunakan jika tingkat kebisingan tinggi  

f)    Sarung tangan akan diperlukan pada beberapa pekerjaan 

g)   Perlindungan pernafasan harus disediakan untuk pekerja yang terekspos pada bahaya 

asbes, asap dan debu kimia 

2)   Bahaya pada kulit 

a)  Setiap pekerja harus melapor jika mendapatkan masalah kulit, terutama di tangan akibat 

penggunaan bahan berbahaya 

b)  Tangan dan  mata  pekerja  harus dilindungi  terhadap  kontak  dengan semen. Usahakan   

kontak dengan semen seminimum  mungkin. Penggunaan krim pelindung dapat 

mengurangi resiko kerusakan kulit 

c)   Sedapat mungkin, pakaian pelindung harus digunakan selama pekerjaan. Pakaian ini  

termasuk  baju lengan panjan,  sarung  tangan  dan  sepatu pelindung 

d)   Penyedia Jasa harus  menyediakan fasilitas  untuk  mencuci badan dan mengganti pakaian 

e)  Alat pelindung pernapasan harus digunakan salama proses pemeraman beton dimana 

debu mulai terbentuk 

3)   Penggunaan Bahan Kimia 

a)   Penyedia Jasa  harus  mempunyai  prosedur yang  mengatur  tata  cara menangani  bahan 

kimia  atau zat  berbahaya dengan sehat,  tata  cara pentimpanan, tata cara pembuangan 

limbah 

b)   Seluruh  bahan kimia  harus  disimpan di kontainer  aslnya dalam suatu tempat yang aman 

dan berventilasi 

c)   Seluruh   pekerja  harus  dilatih  jika  menangani  bahan  kimia  atau  zat berbahaya 

termasuk  tindakan darurat yang perlu  dilakukan jika  terjadi masalah. 

4)   Asbestos 

a)    Seluruh pekerja yang terlibat harus menggunakan pakaian overall sekali pakai atau overall 

yang dapat dicuci ulang 

b)    Perlengkapan pernafasan harus selalu digunakan 
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c)  Gunakan jaring dengan lembar yang tidak lulus udara. Lakukan uji udara sebelum 

menggunakan daerah kerja 

5)  Pemotongan dan Pengelasan dengan gas bertekanan tinggi 

a)    Penyedia Jasa harus memperhatikan potensi bahaya sebagai berikut: 

-  Kebakaran  akibat  kebocoran  bahan  bakar  (propana,   asetilen), biasanya dari 

kerusakan pada selang atau pada sambungan selang 

-    Ledakan tabung akibat kebocoran oksigen dari selang atau alat pijar pemotong 

-    Menghisap asap berbahaya dari pengoperasian las 

-    Kebakaran dari material yang mudah terbakar di sekeliling tempat las  

b)   Penanganan tabung 

-  Tabung tidak boleh digelindingkan di permukaan tanah atau ditangani dengan kasar. Jika  

kemungkinan, gunakan troli  dengan mengikat tabung dengan rantai 

-  Tabung   tidak   boleh  ditempatkan   berdiri   bebas  sendiri   untuk mencegah jatuhnya 

tabung 

-  Tabung harus  diberi waktu ebberapa saat ketika diposisikan berdiri sebelum digunakan 

c)    Penyimpanan 

-  Seluruh   selang  dan  aksesoris  pemotong   harus   dibuka   ketika pekerjaan selesai 

dan disimpan jauh dari tabung 

-  Tabung harus disimpan dalam posisi jauh dari bahan mudah terbakar dan sumber api 

d)   Peralatan 

-  Hanya selang yang memenuhi standar yang dapat digunakan. Selang harus diperiksa 

setiap hari untuk memeriksa tanda kerusakan 

-  Selang yang digunakan harus sependek mungkin. Jika selang harus disambung akibat 

adanya bagian yang rusak, gunakan house coupler dan houseclamps 

-   Jika  terjadi  kebocoran dan  tidak  bisa  dihentikan,  tabung  harus dipindahkan ke 

tempat aman dan dalam udara terbuka dan segera kontak supplier 
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4.6. PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERMESIN 

a. Umum 

Seluruh alat-alat bermesin harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan keselamatan yang 

salinannya dapat diakses secara mudah oleh operator atau pengawas lapangan 

b. Alat Pemaku dan Stapler Otomatis dan Portabel 

Jika Penyedia Jasa menggunakan pemaku dan stapler otomatis dan portabel, maka ketentuan 

keselamatan di bawah ini harus dipenuhi: 

 Alat tidak boleh diarahkan pada orang, walaupun alat tersebut  memiliki 

 pengaman 

 Pemicu pada alat pemaku dan stapler tidak boleh ditekan kecuali ujung alat diarahkan 

pada suatu permukaan benda yang aman 

 Perhatian khusus harus diberikan jika memaku di daerah tepi suatu benda  

 Jika  sumber  tenaga  alat pemaku dan  stepler otomatis  menggunakan tenaga pnematik, 

tidak diperkenankan menggunakan sumber gas yang berbahaya dan mudah terbakar Alat 

yang rusak tidak boleh digunakan 

 Pelindung pendengaran dan plindung mata yang sesuai harus digunakan saat 

menggunakan alat tersebut 

c.  Alat portabel bermesin (Portable Power Tools) 

 Gergaji mesin,  mesin  pengaduk beton,  alat pemotong  beton d an  alat bermesin lainnya  

harus  dilengkapi dengan alat pengaman  sepanjang waktu 

 Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan keselamatan berikut: 

-  Setiap  operator  harus  telah  dilatih  untuk   menggunakan  alat-alat tersebut di atas 

-   Gunakan  hanya  alat dan  metoda  yang  tepat  untuk   setiap  jenis pekerjaan yang 

dilakukan 

-    Alat atau mesin yang rusak tidak boleh digunakan 

-    Alat pemotong harus terjaga ketajamannya 

-  Pelindung pendengaran dan  pelindung  mata  yang  sesuai  harus digunakan saat 

menggunakan alat tersebut 

-    Daerah di sekitar  alat atau mesin harus bersih 
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-  Kabel penyambung (extension) harus ditempatkan sedemikian rupa agar terhindar dari 

kerusakan dari peralatan dan material 

-   Penerangan tambahan harus diberikan ketika menggunakan alat atau mesin tersebut 

d.   Alat kereken (hoist) pegangan material dan orang 

 Alat pengangkat material  dan  orang  harus  didirikan oleh orang  yang berkompeten 

 Operator  harus  orang  yang  terlatih   dan  diberikan izin  khusus  untuk mengoperasikan 

alat 

 Alat pengangkat harus berada di atas pondasi yang kokoh dan diika t pada benguanna atau 

struktur 

 Akses untuk  operator dan personil yang melakukan pemeliharaan harus aman 

 Keranjang alat pengangkat mempunyai ketinggian minimum 2 m, dengan sisi dan pintu 

tertutup penuh (solid) atau ditutup dengan ram kawat dengan diameter kawat minimum  3 

mm dan dengan bukaan maksimum 9 mm. Keranjang   alat   pengangkat  harus   ditutup    

dengan   atap   sekurang - kurangnya dari papan kayu atau plywood dengan tebal minimal 

18 mm 

 Tinggi pintu keranjang minimum  2 m dan mempunyai kunci yang aman. Pintu solid harus 

emmpunyai panel yang tembus pandang 

 Jarak dari lantai keranjang ke permukaan tanah tidak boleh lebih dari 50 mm 

 Keranjang   alat  pengangkat  harus   mempunyai  mekanisme  pengunci elektromekanik 

yang hanya dapat dibuka dari keranjang dan hanya dapat dibuka   ketika   keranjang   berada  

di  permukaan   tanah   serta   dapat mencegah beroperasi alat pengangkat ketika keranjang 

sedang dibuka 

 Pengangkatan dikendalikan di dalam keranjang alat pengangkat 

 Semua bagiuan dari metal harus dihubungkan ke bumi (earth) 

 Alat penyelamat harus ada untuk  menghentikan keranjang jika jatuh atau bergerak terlalu 

cepat 

 Keterangan pabrik pembuat, model dan kapasitas beban harus ditempel dalam keranjang  

 Harus  tersedia  suatu  mekanisme  untuk   keadaan darurat  dan  untuk mengeluarjan 

orang yang terjebak dalam keranjang 

User
Rectangle



 

  49  

 Harus tersedia alarm darurat di dalam keranjang 

 Jika  memungkinkan,  sediakan  alat  komunikasi  antara  operator  dan personil yang 

bekerja 

e.  Crane dan Alat Pengangkut 

 Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan pemindahan atau pengangkatan barang/material 

dengan resiko  gangguan fisik  terhadap pekerja tanpa menggunakan alat pengangkat 

 Pekerjaan   pemindahan   atau   pengangkutan   barang -barang/material dengan 

perbedaan ketinggian lebih dari 5 m dan berat lebih dari 500 kg harus menggunakan 

crane, excavator a tau forklift  

 Crane  harus diperiksa setiap minggu, dan diperiksa secara menyeluruh setiap 12 bulan 

oleh orang yang berkompeten. Hasil inspeksi harus dicatat d)   Harus tersedia sertifikat 

pengujian alat yang terbaru 

 Operator harus terlatih, kompeten dan berusia di atas 18 tahun 

 Alat kendali (tuas, saklar, dan sebagainya) harus diberi keterangan yang jelas 

 Sebelum dilakukan pengangkatan, beban yang dapat diangkat hanya ditentukan oleh operator 

 Setipa jib crane dengan kapasitas lwbih dari 1 ton harus mempunyai indicator beban aman (safe 

load indicator) yang diperika setiap minggu 

 Drane harus didirikan di atas pondasi yang kokoh 

 Harus disediakan ruang yang cukup untuk pelaksanaan pengangkatan yang aman 

 Asisten operator harus dilatih untuk memberikan sinyal pada operator dan untuk mengikatkan 

beban secara benar dan mengetahui kapasitas pengangkatan crane 

 Crane harus secara rutin mejalani pemeliharaan menyeluruh 

 Gig pengangkat harus dalam kondisi baik dan telah diperiksa secara menyeluruh  

4.7. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 

a. Pembayaran yang diberikan kepada penyedia jasa harus mencakup seluruh biaya untuk penanganan 

keselamtan dan kesehtan kerja (K3) termasuk biaya untuk Ahli K3 Konstruksi pada paket pekerjaan 

yang mempunyai resiko K3 tinggi atau Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang 

mempunyai resiko K3 sedang dan kecil. Ahli K3 adalah seorang yang mempunyai sertifikat dari yang 
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berwenang dan suah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan K3 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja. petugas K3 

adalah petugas di dalam organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 

Konstruksi Bidan Pekerjaan Umum. 

b. Perhitungan biaya penanganan SMKK dianggarkan tersediri dimasukkan pada daftar kuantitas dan 

harga besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK 

c. Tanpa mengabulkan ketentuan-ketentuan dari syarat-sayarat umum dan syarat-syarat khusus 

kontrak. Direksi Pekerjaan akan memberi surat peringatan secara bertahap kepada penyedia jasa 

penyedia jasa menyimpang dari ketentuan yang berkaitan dengan pedoman K3 Konstruksi Bidang 

Pekerjaan Umum dengan cara memberi surat peringatan ke-1 dan ke-2 tidak ditindaklanjuti maka 

Pengguna Jasa dapat menghentikan pekerjaan. Segala resiko akibat penghentian pekerjaan menjadi 

tanggung jawab Penyedia Jasa  
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BAB V : PEKERJAAN PENGELOLAHAN SAMPAH/LIMBAH KONSTRUKSI 

5.1. MANAJEMEN DASAR SAMPAH/LIMBAH 

a.  Lingkup Pekerjaan  
banyaknya sampah yang dihasilkan dalam berbagai bentuk dan material dari pekerjaan konstruksi 
diperlukan beberapa strategi untuk meminimalisir sampah terbuang tidak dimanfaatkan, lingkup 
pekerjaan meliputi : 
I. Pemisahan jenis sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, non organic dan B3 (Bahan Berbahaya 

dan Beracun) 
II. Instalasi atau fasilitas dimaksud dalam pekerjaan ini adalah tong sampah (trash bin) yang 

volumenya yang disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan 

b.  P e nerapan Manajemen Sampah/Limbah Konstruksi 
I. Melakukan optimasi dalam pemakaian material  sehingga  menciptakan pengurangan 

timbulan sampah konstruksi. Kontraktor harus mengajukan SOP (Standar Operasional 
Prosedur) 

II. Memiliki area pemilahan sampah 

a)   Sampah organik kertas (Berupa kertas semen, dan kertas pembungkus lainnya) 

b)  Sampah organik sisa mkanan (sisa -sisa makan dan pembungkusnya yang masuk kategori 
organik seperti daun pisang, kertas, dan lain-lain) 

c)  Sampah  anorganik   (Berupa   plastik   kresek,  plastik   bekas   botol minuman, dan lain-
lain) 

III.  memiliki   tempat  penyimpanan  material   yang  aman  sehingga  dapat meningkatkan usia 
material Lokasi  penyimpanan  material   berada  dalam  lokasi,  sehingga  tidak 
memerlukan waktu lama untuk  mengakses material dari gudang ke lokasi pengerjaan. 

IV.  Membuat laporan pendaur ulangan sampah konstruksi  

Dalam hal pendaurulangan sampah konstruksi,  beberapa jenis  sampah pembuangannya 
dapat bekerja sama dengan tempat pengolahan sampah, dengan kriteria sebagai berikut: 
a)    Sampah kertas dan plastik kresek/minuman dapat dijual untuk  didaut ulang . 

b)   Sampah bongkaran dan galian dilakukan pembuangan ke lokasi yang telah disetujui, 
untuk dijadikan urugan. 

c)   Sampah konstruksi berupa besi, digunakan kembali untuk  konstruksi. d)   Sampah wadah 
cat akan digunakan kembali untuk  keperluan tempat wadah sampah dan lainnya. 

V.  Membuat  laporan  pendaurulangan  sampah  konstruksi,   berupa   jenis sampah, volume, 
rencana pengolahan, dan lokasi pengolahan, dan foto dokumentasinya. 
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c.   Menerapkan Konsevasi A ir 

Strategi 

Dalam rangka penghematan air, maka Kontraktor ha rus melakukan upaya berikut ini: 

a)    Menugaskan seorang tim proyek untuk meganalisa kebutuhan air kerja dan air untuk 
kebutuhan pekerja. 

b)    Mengadakan strategi pengadaan air alternatif untuk keperluan air kerja dan pekerja. 
c)    Mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan air kerja dan waktu penggunaan 

setiap harinya, serta volume yang dibutuhkan. 

d)   Mengadakan sistem pemurnian air limbah sebagai air kerja alternatif, dengan hasil uji yang 
telah memenuhi baku mutu. 

e)   Memasang meteran air pada keluaran dari sumber  air kerja  untuk mengetahui konsumsi 
air perharinya. 

f)    Menggunakan fitur air hemat yang digunakan pada tahap konstruksi. 

g) Membuat shop drawing dan gambar diagram dengan lokasi sumber air alternative, instalasi 
dan penempatan penampungan air kerja dan air pekerja. 

5.2. AIR LIMBAH KONSTRUKSI 

a) Air limbah yang dihasilkan dar konstruksi tidak boleh dialirkan/dibuang dari lokasi pekerjaan, 
kontraktor wajib membuat penampung berupa sumur-sumur atau wadah lainnya agar dapat 
dimanfaatkan kembali sebagai air kerja. 

b) Kontraktor harus membuat shop drawing lokasi tempat penampungan air disertai dengan 
presentasi proses penampungan dan pengelolahan air limbah konstruksi 

c) Membuat penampung air limbah dari proses pekerjaan dan air hujan dapat difiltrasi sesuai 
baku mutu dimanfaatkan sebagai air kerja, cuci kenderaan yang kotor akibat proses konstruksi, 
menyiram jalan yang kotor/berlumpur, menyiram lokasi jika berdebu dan lain-lain 
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BAB VI : PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK DAN 

DRAINASE LINGKUNGAN 

6.1 PENJELASAN KEGIATAN 

Kegiatan yang dimaksud dalam rencana kegiatan dan syarat-syarat ini terdiri dari : PEMBANGUNAN JALAN PAVING  

DAN DRAINASE LINGKUNGAN KELURAHAN LEKOBALO KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO 

6.2 PEKERJAAN TANAH 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan, tenaga kerja dan penggalian seluruh jenis pondasi yang sesuai 

dengan yang ditunjukan dalam gambar, dan dengan kebutuhan persyaratan sebagai berikut : 

1) galian tanah disesuaikan dengan gambar konstruksi / shop drawing  

2) jalur  dari perencanaan yang sudah disetujui 

3) penggalian dan pengurugan/penimbunan lain untuk pekerjaan jalan dan drainase 

2. Semua penggalian tanah dan pengurugan tanah kembali harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar  dan  

semua  petunjuk  yang  disampaikan  oleh Supervisi,   selama berlangsungnya pekerjaan. 

3. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

Tenaga kerja Alat  

• Pekerja / Helper (5 tim) • Sekop 

 • Pakueli 

 • Artco 

 • Pacul 

 • Hand Stamper 

4. Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

5. Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan penggalian/urugan tanah dan bisa mengefisiensikan waktu dan 

tenaga maka pihak Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan 

tambah 

6. Alternative pekerjaan galian menggunakan tenaga manusia melihat dari situasi. 

7. Pemadatan tanah menggunakan stamper 
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B. Metode Pelaksanaan : 

1. Galian tanah untuk struktur dimensi minimal sama dengan gambar. 

2. Jika pada galian terdapat air menggenang, harus dipompa keluar. Untuk ini pelaksana harus menyediakan 

pompa air yang siap untuk dipakai 

3. Semua tanah galian yang tidak dipakai harus diangkat keluar lokasi pekerjaan 

4. Apabila terjadi kesalahan dalam penggalian tanah sehingga dicapai kedalaman yang melebihi apa yang telah 

ditentukan dalam gambar, maka kelebihan pada galian harus diurug kembali dengan pasir, biaya akibat 

pekerjaan tersebut menjadi beban pelaksana 

5. Pada tempat-tempat tertentu untuk lokasi bangunan yang menurut Direksi perlu ditimbun, maka pelaksana 

harus menimbun sampai mencapai ketinggian yang ditentukan, dengan menggunakan bahan timbunan yang 

cukup baik, bebas dari rumput, akar-akar dan lain-lain serta harus mencapai nilai CBR minimal 4 % rendam air. 

Dalam hal ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk pengawas teknik 

6. Urugan kembali bekas galian harus disertai dengan pemadatan, sehingga minimal sama dengan keadaan tanah 

sebelum digali 

7. Ketebalan lapisan urugan tanah yang diperkenankan maksimum 20 cm setiap lapis, kemudian dipadatkan 

sehingga pada ketebalan yang ditentukan urugan tanah tersebut mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan 

8. Semua urugan pasir harus dipadatkan dengan penyiraman air, sehingga mendapatkan angka kepadatan 

maksimal 

9. Pasir yang dipakai harus pasir kali dan bukan pasir laut, dengan persyaratan bahwa pasir harus dalam keadaan 

bersih dari lumpur, tanah dan tidak mengandung garam atau mineral lainnya 

10. Setelah urugan tanah selesai selanjutnya pek. Tanah subur di kerjakan di atas tanah timbunan. 

C. Syarat pelaksanaan penggalian 

1. Pekerjaan penggalian pondasi, sloof dan lain lain, dapat dilaksanakan secara konvensional dan semua peralatan 

yang dibutuhkan harus disediakan oleh Pihak Pelaksana, baik yang menyangkut peralatan untuk pekerjaan 

persiapan maupun peralatan untuk pekerjaan penggaliannya sendiri dan alat-alat bantu yang diperlukannya. 

2. Sebelum pekerjaan penggalian dapat dilaksanakan, Pihak Pelaksana wajib untuk mengajukan permohonan 

tertulis kepada Supervisi yang menyebutkan tanggal akan dimulainya pekerjaan  penggalian,  uraian teknis  

tentang  cara-cara  penggalian  yang akan dilaksanakan. 

3. Dalam melaksanakan pekerjaan   penggalian   ini,   Pihak Pelaksana   wajib   melaksanakan pekerjaan 

pencegahan atau kelongsoran tanah, pekerjaan penanggulangan air tanah yang menggenang, pekerjaan 

perbaikan bila terjadi kelongsoran dan lain sejenisnya. 
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4. Semua galian harus dilaksanakan sampai diperoleh panjang galian, kedalaman, kemiringan dan lengkungan 

yag sesuai dengan yang tertera di dalam Gambar Perencanaan. 

5. Bila kedalaman penggalian terlampaui kedalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang tertera di dalam 

Gambar, Pihak Pelaksana harus menimbun dan memadatkannya kembali dengan pasir urug, dan semua biaya 

tambahan yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana. 

6. Bila kondisi dari tanah pada kedalaman yang ditentukan di dalam Gambar ternyata meragukan, Pihak Pelaksana 

harus secepatnya melaporkan hasil tersebut kepada Konsultan Manjemen     Konstruksi secara  tertulis,  agar  

dapat  diambil  langkah-langkah  yang dianggap perlu, semua biaya yang diakibatkan oleh keadaan tersebut 

akan dibayar oleh Pemilik Bangunan melalui penerbitan “Perintah Perubahan Pekerjaan”. 

7. Permukaan tanah yang sudah selesai digali dan telah mencapai kedalaman rencana harus dipadatkan kembali 

untuk mendapatkan permukaan yang padat, rata. Pemadatan tanah digunakan alat pemadat tanah yang 

sebelumnya disetujui oleh Supervisi. 

8. Pihak Pelaksana  harus  melaporkan  hasil  pekerjaan  galian  tanah  yang  telah  selesai  dan menurut 

pendapatnya sudah dapat digunakan untuk pemasangan pondasi/ pekerjaan berikutnya kepada 

Supervisi/Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuannya. 

9. Semua kelebihan tanah galian harus dikeluarkan dari lapangan ke lokasi yang disetujui oleh Supervisi. Pihak 

Pelaksana bertanggung jawab untuk mendapatkan tempat pembuangan dan membayar ongkos•ongkos yang 

diperlukan. 

10. Air yang tergenang dilapangan, atau dalam saluran dan galian selama pelaksanaan pekerjaan dari mata air, 

hujan atau kebocoran pipa – pipa harus dipompa keluar atau biaya Pihak Pelaksana. 

11. Hambatan yang Dijumpai Waktu Penggalian 

1) Semua  akar-akar  pohon,  batang-batang  pohon  terpendam,  beton-beton  tak terpakai atau 

pondasi•pondasi bata, septicktank bekas, pipa drainase yang tak terpakai, batu•batu besar yang dijumpai 

pada waktu penggalian harus dikeluarkan atas biaya Pihak Pelaksana. 

2) Tanah yang berlubang akibat hambatan yang dijumpai harus diperbaiki kembali dengan pasir beton : 

semen dengan perbandingan 10 : 1 

3) Instalasi umum yang tertanam dan masih berfungsi seperti pipa drainase, pipa air minum, pipa gas, kabel 

listrik yang dijumpai pada waktu penggalian diusahakan tidak terganggu atau menjadi rusak. 

4) Bilamana hal ini dijumpai maka Supervisi dan pihak• pihak yang berwenang harus segera diberitahu dan 

mendapatkan instruksi selanjutnya untuk mengeluarkan instalasi tersebut sebelum penggalian yang 

berdekatan diteruskan. 
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5) Bilamana  terjadi  kerusakan•kerusakan  pada  instalasi  tersebut  diatas, makaSupervisi  dan  pihak•pihak  

yang  berwenang  harus  segera  diberitahu  dan semua kerusakan•kerusakan harus diperbaiki atas biaya 

Pihak Pelaksana. 

D. Syarat pekerjaan pengurugan / penimbunan tanah 

1. Yang dimaksud disini ialah pekerjaan pengurugan/timbunan yaitu dimana permukaan tanah yang direncanakan 

lebih tinggi dari permukaan tanah asli, sebagaimana tertera dalam gambar rencana. 

2. Semua daerah yang akan diurug harus dibersihkan dari semua semak, akar pohon, sampah, puing bangunan 

dan lain•lain sebelum pengurugan dimulai. 

3. Tanah yang digunakan untuk mengurug harus bersih dari bahan organis, sisa•sisa tanaman, sampah dan 

lain•lain.Tanah yang digunakan untuk timbunan dan subgrade harus memenuhi standard spesifikasi AASHTO-

M 57-64 dan harus diperiksa terlebih dahulu di  laboratorium tanah yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 

4. Pengurugan/penimbunan harusdilakukan lapis  demi  lapis  dengan ketebalan maksimum 25 cmuntuk 

masing•masing lapisan, kemudian dipadatkan sampai permukaan tanah yang direncanakan. 

5. Pelaksanaan pengurugan/penimbunan dapat menggunakan mesin gilas dan pada daerah yang oleh Konsultan 

Mannajemen  Konstruksi dianggap berbahaya atau dengan jarak lebih kurang 45 cm dari saluran atau batas-

batas atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menjadi rusak digunakan Stamper 

6.3 URUGAN PASIR DAN PEKERJAAN TIMBUNAN PILIHAN 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Urugan pasir dilaksanakan untuk : 

1) Menguraikan semua pekerjaan urugan pasir yang harus dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana, dibawah 

perkerasan-perkerasan dan lain-lain sebagainya serta pekerjaan pemadatan urugan pasir tersebut, 

sebagaimana yang tertera pada Gambar Perencanaan. 

2) Pengurugan Pasir harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam PUBI 1979 (NII-

3) ayat 12.1. 

3) Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan 

hasil yang baik dan sempurna. 

Tenaga kerja Alat  

• Pekerja / Helper (1 tim) • Sekop 

 • Artco 

 • Pacul 
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1) Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

2) Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan urugan dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka 

pihak Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

1. Pasir urug yang akan dipakai harus bersih dan cukup keras, sesuai dengan persyaratan yang tercantum di 

dalam PUBI 1971 ayat 12.1. Pasir laut dapat digunakan, asal dicuci secara memadai. 

C. Metode Pelaksanaan ; 

1. Sebelum pengurugan pasir dilaksanakan Pihak Pelaksana wajib untuk memeriksa ketinggian dari tanah atau 

konstruksi dibawahnya untuk meyakinkan bahwa ketinggian yang ada telah sesuai dengan gambar, dan bahwa 

tanah dibawahnya telah dipadatkan sehingga didapat permukaan yang rata dan padat. 

2. Hasil pemeriksaannya ini harus dilaporkan kepada Konsultan Pengawas/Supervisi, yang akan   segera   

melakukan   pemeriksaan.   berdasarkan   hasil   pemeriksaan tersebut.Supervisi akan menolak atau memberikan 

persetujuannya untuk pelaksanaan pekerjaan pengurugan pasir. 

3. Pengurugan pasir harus dilaksanakan dengan cara menebarkan, meratakan dan memadatkan secara mekanik 

sampai diperoleh ketebalan dan ketinggian yang sesuai dengan gambar perencanaan. 

4. Urugan pasir tidak boleh ditutup oleh konstruksi atau pekerjaan lain sebelum disetujui oleh konsultan 

Pengawas/Supervisi. Konsultan Pengawas/Supervisi berhak untuk membongkar pekerjaan diatasnya, 

bilamana urugan pasir tersebut belum disetujui olehnya. 

5. Tebal dan peil urugan pasir harus sesuai dengan gambar, jika tidak dinyatakan secara khusus dalam gambar, 

maka tebal urugan pasir  minimal = 5 cm. 

6.4 PEKERJAAN BATU BELAH 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Menguraikan semua pekerjaan pasangan batu kali, yang dimaksud sebagai pondasi, sebagaimana tertera  

didalam  gambar.Pasangan batu  kali  harus  dilaksanakan sesuai  dengan persyaratan yang tercantum dalam 

PBI 1971, PUBI 1982, SII-0079-79 dan SNI-8. 

2. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

 Alat  

Tukang Batu Sekop 

Pekerja / Helper Artco 

 • Molen 1 set 
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3. Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

4. Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak 

Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

1. Batu kali yang dipakai harus merupakan batu kali belah yang keras, padat dan memiliki struktur yang kompak 

dengan warna yang cerah dan bebas dari cacat, serta harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam 

PUBI 1982 dan SII.0079-79. Batu kali bulat tidak boleh dipakai. Sedangkan untuk campuran beton 

menggunakan K-175. 

2. Semen portland yang dipakai untuk pekerjaan pasangan harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada RKS 

ini. 

3. Pasir  pasang  yang  dipakai  harus  bersih  dan  keras,  serta  memenuhi  persyaratanyang dicantumkan dalam 

PUBI 1970 ayat 12.1. dan 12.2. 

4. Air yang akan dipakai untuk pasangan batu kali harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada RKS ini. 

C. Metode Pelaksanaan ; 

1. Pondasi batu kali harus dilaksanakan dengan menggunakan adukan 1 bagian Semen Portland: 4 bagian Pasir 

Pasang atau sesuai yang disebutkan didalam gambar dan harus dipasang dan dibentuk sampai diperoleh 

dimensi dan ketinggian yang dibutuhkan, sebagaimana yang tertara dalam Gambar. 

2. Batu  kali  harus  dipasang  sedemikian  rupa,  sehingga  didapatkan  gigitan  yang  memadai diantara batu-

batu, dengan ruang kosong sekecil mungkin. Sebelum dipasang, bagian luar dibasahi secukupnya. Setelah 

dipasang, bagian luar dari batu kali harus di "Berapt” dengan adukan yang sama sampai semua permukaan 

batu tertutup. Sebelum pemasangan dapat dilaksanakan, Pihak Pelaksana harus membuat dan memasang kayu-

kayu pembantu (kayu profil) dan menerentangkan benang pembantu dengan bentuk sesuai dengan bentuk 

pondasi yang akan dipasang.Benang-benang yang direntangkan harus sipat datar. Kayu pembantu dan benang-

benang ini harus disetujui oleh Konsultan  Pengawas/Supervisi sebelum pasangan batu kali dapat dimulai. 

3. pemasangan batu mungkin perlu dibentuk untuk memperoleh nat yang tipis dan rata. Pekerjaan  ini  harus  

dilaksanakan  dengan  menggunakan  adukan  semen  pasir  dengan campuran 1 bagian semen portland : 4 

bagian pasir pasang. 

4. Sebelum dipasang, batu harus dibasahi secukupnya, dan nat antar batu yang diexposed harus dikorek dengan 

cara yang memadai. 

5. Selama   pemasangan,   batu   kali   yang   telah   terpasang   harus   sering   dicuci,   untuk menghindarkannya 

dari kotoran dan adukan yang menempel. 
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6.5 PEKERJAAN BETON STRUKTUR 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Semua   pekerjaan   ini   meliputi   pengadaan   bahan-bahan,   peralatan,   tenaga   kerja, pengangkutan yang 

dibutuhkan serta pelaksanaan pekerjaan beton struktur yang meliputi semua elemen struktur, sesuai yang 

ditunjukkan dalam gambar rencana dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan dari bagian 

kerja ini, ditambah dengan bagian-bagian khusus meliputi : 

1) Pekerjaan pelubangan, perpipaan dan saluran pipa seperti dijelaskan dalam gambar  

2) Pekerjaan khusus pemasangan kait dan stek 

3) Pihak Pelaksana  harus  mengadakan  penyediaan-penyediaan dan  persiapan-persiapan serta melakukan 

semua pekerjaan yang perlu untuk menerima atau ikut serta dengan pekerjaan lain. 

2. Pihak Pelaksana  harus  bertanggung  jawab  atas  instalasi  semua  alat-alat  yang  terpasang, selubung-

selubung dan  sebagainya yang tertanam didalam beton. Syarat-syarat umum pada pekerjaan ini berlaku penuh 

SNI 03-2847:2019 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. 

3. Ukuran-ukuran (dimensi) dari bagian-bagian beton bertulang yang tidak termasuk pada gambar-gambar 

rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran dalam garis besar.  Ukuran-ukuran yang  tepat,  begitu  

pula  besi  penulangannya ditetapkan dalam  gambar-gambar struktur konstruksi beton bertulang.   Jika 

terdapat selisih dalam ukuran antara kedua macam gambar itu, maka ukuran yang berlaku harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Perencana atau Konsultan Pengawas/Supervisi, guna mendapatkan 

ukuran yang sesungguhnya yang disetujui oleh Perencana. 

4. Apabila didalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam  

RKS  ini,  maka  segala  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak 

Pelaksana sepenuhnya. 

5. Perencanaan, bahan, pelaksanaan, peralatan dan pengujian untuk pekerjaan struktur beton bagian  atas  (upper  

structure)  bila  ditentukan  lain  harus  mengikuti  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan  yang  diberikan  

dalam  SNI  03-2847:2019  Tata  Cara  Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. 

6. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

Tenaga kerja Alat  

• Tukang beton • Sekop 

• Pekerja / Helper • Artco 

• Tukang Besi • Molen 1 set 
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• Tukang Batu ( Orang) Concrete vibrator 

7. Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan. 

8. Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak 

Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan direksi atau konsultan pengawas tanpa adanya 

pekerjaan tambah. 

B. Persyaratan Bahan 

1. Semen Portland, digunakan harus baru, tidak ada bagian-bagian yang membatu dan dalam zak yang tertutup 

seperti yang disyaratkan dalam SNI-8 atau type I menurut ASTM memenuhi S.400 menurut Standar Semen 

Portland yang digariskan oleh Asosisasi Semen Indonesia. Merk yang dipakai sesuai disebutkan dalam RKS ini 

yaitu Tonasa atau Tiga Roda dan merk yang dipilih tidak ditukar-tukar dalam pelaksanaan kecuali atas 

pertimbangan an persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan/Konsultan MK/Pengawas Lapangan, yang hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan : 

1) Tidak adanya stock dipasaran dari merk yang tersebut di atas. 

2) Pihak Pelaksana memberikan jaminan data-data teknis bahwa kualitas semen penggantinya adalah dengan 

kualitas yang setara dengan mutu semen yang tersebut di atas. 

3) Batas-batas pembetonan dari penggunaan merk semen berlainan jenis harus diketahui. 

2. Aggregates 

1) Aggregates kasar, kualitas aggregates harus memenuhi syarat-syarat SNI 03-2847- 2002. Aggregates 

berupa koral atau crushed stone yang mempunyai susunan gradasi baik, cukup syarat kekerasannya dan 

padat (tidak porous). Butir-butir keras, bersih dan tidak  berpori,  batu  pecah  jumlah  butir-butir  pipih  

maksimum  20%  bersih,  tidak mengandung zat-zat aktif alkali. Dimensi minimum dari aggregates kasar 

tidak lebih dari 2,5 cm dan tidak lebih dari 0,25 dimensi beton yang terkecil dari bagian konstruksi yang 

bersangkutan. 

2) Aggregates halus, pasir butir-butir tajam, keras, bersih, dan tidak mengandung lumpur dan bahan bahan 

organis, kadar lumpur dari pasir beton tidak boleh melebihi dari 4% berat. Sisa diatas ayakan 4 mm sisa 

harus minimum 2 % berat, sisa diatas ayakan 2 mm harus minimum 10 % berat, sisa ayakan 0,25 mm harus 

berkisar antara 80 % dan 90 % berat. 

3. Air dan Beton 

1) Air yang dipakai untuk semua beton, spesi/mortar dan spesi injeksi harus bebas dari lumpur, minyak, asam 

dan bahan organik basah, garam dan kotoran-kotoran lainnya dalam jumlah yang dapat merusak. 

2) Apabila terdapat keragu-raguan mengenai air yang dipakai, dianjurkan untuk mengirim contoh air itu ke 

Lembaga Pemeriksaan bahan-bahan yang disetujui Direksi Lapangan/Konsultan MK/Pengawas Lapangan / 
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Konsultan MK/Pengawas atas biaya Pihak Pelaksana, untuk diselidiki sampai seberapa jauh ait itu 

mengandung zat-zat yang dapat merusak beton / tulangan. 

4. Acuan (Bekisting dan Perancah), Acuan (bekisting) yang digunakan adalah dari plywood tebal 12 mm atau papan 

kayu Kelas III dengan rangka kayu pengaku secukupnya, harus dipergunakan untuk pencetakan plat penutup 

drainase, termasuk komponen beton lain yang dibutuhkan, atau dapat pula dari kayu dolken/bambu bulat 

dengan diameter minimum 8 cm, jarak minimal antar tiang perancang adalah 50 cm. 

5. Baja Tulangan, Jika tidak ditentukan lain dalam gambar-gambar struktur, jenis dan mutu besi beton yang 

dipakai dalam pekerjaan struktur beton ini adalah baja Ulir 13 mm sampai 19 mm, mempunyai kekuatan Tarik 

Lelah maksimum  3200 kg/cm2 atau U-32 dan baja polos diameter 6 mm sampai 12 mm, mempunyai kekuatan 

tarik lelah maksimum 3200 kg/cm2 atau U-32, kecuali untuk diameter 8 mm dipakai U-24. Khusus untuk jenis-

jenis baja tulangan yang berdiameter 19 mm ke atas, didatangkan dalam keadaan lurus (tidak boleh ditekuk) 

dari pabriknya dan sebelumnya telah dilakukan uji tarik besi. 

6. Mutu Beton, Jika tidak ditentukan lain dalam gambar struktur mutu beton yang digunakan adalah K-100, K-225, 

K-250 dan K-275 untuk beton struktural dengan tegangan tekan hancur karakteristiknya untuk kubus beton 

ukuran 15x15x15 cm3, pada usia 28 hari dengan derajat konfidensi = 0,95 dan K-100 untuk beton  non  

struktural.  Untuk  memungkinkan pencapaian  kualitas  beton  ini,  Pihak Pelaksana menggunakan beton ready 

mix atau Site mix sesuai dengan formula campurannya telah diperiksa dan disepakati bersama Direksi dan 

Konsultan pengawas. 

7. Contoh campuran beton misalnya 25 Mpa 

1) Water Cement Ratio (w/c ratio): Sesuai hasil desain campuran. 

2) Jenis semen: Gunakan semen berstandar SNI 2049:2015. 

3) Pengujian Slump: Slump test harus dilakukan sebelum pengecoran, sesuai SNI 1972:2008. 

4) Pengujian Kuat Tekan: Uji benda uji silinder atau kubus, hasilnya dibandingkan dengan f’c desain. 

8. Admixture (bahan-bahan tambahan dalam adukan beton), Untuk pembetonan pada umumnya tidak diharuskan 

menggunakan admixtures, bila diperlukan dapat diusulkan kepada Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas. 

9. Pengujian Beton: Harus dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. 

10. Penyimpanan 

1) Pengiriman  dan  penyimpanan  bahan-bahan  pada  umumnya  harus  sesuai  dengan waktu dan urutan 

pelaksanaan. 

2) Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah (utuh) sesuai dengan berat dari apa yang tercantum 

pada zak (tidak terdapat kekurangan), setelah diturunkan disimpan pada gudang-gudang yang kering dan 

terlindung dari pengaruh cuaca, berventilasi secukupnya dan lantai yang bebas dari tanah. Jika ada semen 
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yang mulai mengeras, bagian tersebut masih harus dapat ditekan hancur dengan tangan dan jumlahnya 

tidak boleh melebihi 5% dari berat semen. 

3) Besi beton harus bebas dari tanah dengan menggunakan bantalan-bantalan kayu yang bebas dari lumpur 

atau zat-zat asing lainnya (misalnya : minyak dan lain-lain). 

4) Aggregat harus ditempatkan dalam bak-bak yang cukup terpisah dari satu dan lain jenisnya/gradasinya 

dan diatas lantai beton ringan untuk menghindari tercampurnya dengan tanah. 

C. Metode Pelaksanaan 

1. Pemasangan Bekisting (Acuan) 

1) Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk yang nyata dan dapat 

menampung beban-beban sementara sesuai  dengan jalannya kecepatan pembetonan. Semua bekisting 

harus diberi penguat datar dan  silangan sehingga kemungkinan bergeraknya bekisting selama 

pelaksanaan dapat ditiadakan, juga cukup rapat untuk menghindarkan keluarnya adaukan (mortar 

leakage). Susunan bekisting  dengan  penunjang-penunjang  harus   teratur   hingga  pengawasan  atas 

kekurangannya dapat mudah dilakukan. Penyusunan bekisting harus sedemikian rupa sehingga pada waktu 

pembongkarannya tidak akan rusak. 

2) Cukup penyangga dan silangan-silangan adalah menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana, demikian  juga  

kedudukand  an  dimensi  yang  tepat  dari  bekisting  adalah  menjadi tanggung jawabnya. 

3) Pada bagian terendah (dari setiap phase pengecoran) dari bekisting kolom atau dinding harus ada bagian 

yang dibuka untuk inspeksi dan pembersihan. 

4) Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi terlebih dahulu sebelum pengecoran. Adakan tindakan untuk 

menghindari pengumpulan air pembasahan tersebut pada sisi bawah. 

5) Pemasangan pipa-pipa dalam beton harus tidak boleh sampai merugikan kekuatan konstruksi, untuk itu 

lihat Pasal 5,7 ayat 1 dari PBI. 

2. Penulangan 

1) Sebelum memulai pelaksanaan pekerjan penulangan terlebih dahulu harus dilakukan test mutu besi di 

Laboratorium Konstruksi Beton dengan biaya dari Pihak Pelaksana. Test mutu besi selanjutnya dilakukan 

secara periodik mengikuti ketentuan yang berlaku dalam SNI 03-2847:2019. 

2) Baja tulangan beton sebelum dipasang, harus bersih dari serpih-serpih, karat, minyak, gemuk dan pelapisan 

yang akan merusak atau mengurangi daya rekatnya. Bilamana ada kemacetan dalam pengecoran beton, 

tulangan akan diperiksa kembali dan bila perlu akan dibersihkan. Baja tulangan beton harus dibentuk 

dengan teliti sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang tertera pada gambar-gambar konstruksi yang 
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diberikan kepada Pihak Pelaksana. Baja tulangan beton tidak boleh diluruskan atau dibengkokkan kembali 

dengan cara yang dapat merusak bahannya. 

3) Pihak Pelaksana harus melaksanakan supaya besi terpasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada 

gambar, baik letak kedudukannya maupun ukuran-ukurannya. 

4) Dalam hal dimana berdasarkan pengalaman Pihak Pelaksana atau pendapatnya terdapat kekeliruan atau 

kekurangan dan perlu penyempurnaan penulangan yang ada maka ; Pihak Pelaksana   dapat menambah 

ekstra baja tulangan dengan tidak mengurangi penulangan yang tertera dalam gambar, secepatnya dapat 

diinformasikan kepada Direksi Lapangan/ Konsultan MK/Pengawas. Jika hal tersebut di atas akan 

dimintakan Pihak Pelaksana sebagai kerja lebih maka penambahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah 

ada persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan/Konsultan MK/Pengawas. 

5) Jika diusulkan perubahan dari jalannya penulangan maka perubahan tersebut hanya dapat  dijalankan  

dengan  persetujuan  tertulis  dari  Direksi  Lapangan/  Konsultan MK/Pengawas. 

6) Jika  Pihak Pelaksana  tidak  berhasil  mendapatkan  diameter  baja  tulangan  yang  sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam gambar maka dapat dilakukan penukaran diameter baja tulangan yang terdekat, dengan 

catatan : 

 Harus ada persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan/ Konsultan MK/Pengawas. 

 Jumlah baja tulangan persatuan panjang atau jumlah besi ditempat tersebut tidak boleh kurang dari 

yang tertera dalam gambar (jumlah luas penampang). 

 Penggatian tidak boleh mengakibatkan keruwetan penulangan ditempat tersebut atau 

 Di daerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau penyampaian penggetar. 

 Mutu baja tulangan tetap sama 

3. Pengecoran 

1) Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kualitas beton yang harus dicapai  dalam  pekerjaan  struktur  beton  

ini  adalah  K-100, K-225, K-250 dan K-275.  Evaluasi  penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-

ketentuan SNI 03-2847:2019. 

2) Pihak Pelaksana harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan 

memperlihatkan data-data pelaksanaan dilain tempat dengan mengadakan trial mix. 

3) Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan dalam SNI 03-2847:2019, 

mengingat bahwa 32/C faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,52-0,55 maka pemasukan adukan kedalam 

cetakan benda uji dilakukan menurut SNI 03-2847:2019. 
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4) Pihak Pelaksana harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan 

disahkan oleh Direksi Lapangan / Konsultan Pengawas, laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga 

karakteristiknya. 

5) Pengadukan beton dalam angker tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen 

adukan masuk ke dalam mixer. 

6) Penyampaian beton (adukan) dari mixer ke tempat pengecoran harus dilakukan dengan cara yang tidak 

mengakibatkan terjadinya degradasi komponen-komponen beton. 

7) Harus menggunakan vibrator untuk pemadatan beton yang memenuhi ketentuan dalam SNI 03-2847:2019. 

8) Penempatan  siar-siar  pelaksanaan  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  gambar struktur, harus 

mengikuti ketentuan dalam SNI 03-2847:2019 dan sebelum pengecoran beton dilaksanakan Pihak 

Pelaksana harus membuat gambar pelaksanaan (shop drawing) siar-siar tersebut yang telah disetujui oleh 

Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas.   Siar-siar  tersebut  harus  dibasahi  terlebih  dahulu  dengan  air  

semen  yang  diberi campuran   bahan   pengikat   (calbond   atau   sejenis)   atas   persetujuan   Direksi 

Lapangan/Konsultan MK/Pengawas. 

9) Selama   pelaksanaan   pengecoran   beton   berlangsung,   harus   diperhatikan   letak penulangan agar 

tidak berubah tempatnya. Jika kelalaian akan hal ini terjadi sehingga menyebabkan  perubahan  kekuatan  

konstruksi  maka  segala  resiko  yang  timbul akibatnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak 

Pelaksana. 

10) Pengecoran tidak diperkenankan selama hujan turun, air semen atau spesi tidak boleh dihamparkan  pada  

siar-siar  pelaksanaan.  Air  semen  atau  spesi  yang  hanyut  dan terhampar harus dibuang dan diganti 

sebelum pekerjaan dilanjutkan. Pengecoran yang sudah dimulai pada suatu bagian tidak boleh terputus 

sebelum selesai. 

11) Beton  tidak  boleh  dicor  sebelum  semua  pekerjaan  cetakan,  baja  tulangan  beton, pemasangan instalasi-

instalasi yang harus ditanam, penyokongan dan pengikatan serta penyiapan permukaan-permukaan yang 

berhubungan dengan pengecoran harus mendapat perseujuan dari Direksi Lapangan/Konsultan 

MK/Pengawas. 

12) Sebelum pengecoran beton, semua permukaan pada tempat pengecoran harus bersih dari zat-zat asing 

yang akan mempengaruhi/emngurangi kekuatan hasil pengecoran. Beton tidak diperkenankan 

berhubungan dengan air yang mengalir sebelum beton tersebut cukup keras. 

13) Pihak Pelaksana  harus  memasang  lantai  kerja  (blinding  course)  yang  merata  di  atas permukaan 

tanah, yang terdiri dari lapisan beton setebal 5 cm dan mempunyai sifat menyerap (absorptive), hal ini 
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diperlukan untuk mempermudah pemasangan tulangan dan pengecoran beton di atas dasar permukaan 

tanah. 

14) Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup beton, untuk itu tulangan harus 

dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari beton dengan mutu paling sedikit sama dengan mutu 

beton yang akan dicor. Bila tidak ditentukan lain, maka penahan-penahan jarak dapat berbentuk blok-blok 

persegi atau gelang-gelang yang harus dipasang sebanyak minimum 8 buah setiap meter cetakan atau 

lantai kerja. Penahan-penahan jarak tersebut adalah bagian pekerjaan itu. 

15) Direksi    Lapangan/Konsultan   MK/Pengawas   akan    memeriksa   hasil    pekerjaan pembetonan terhadap 

kemungkinan adanya cacat-cacat. Apabila terdapat cacat pada pekerjaan pembetonan maka Pihak 

Pelaksana harus memperbaikinya kembali atas biaya Pihak Pelaksana. 

16) Bentuk atau cara-cara perbaikan cacat pada pekerjaan pembetonan tersebut adalah menjadi wewenang 

Direksi Lapangan / Konsultan Pengawas dan Pihak Pelaksana wajib melaksanakannya. 

4. Perawatan Beton 

1) Beton harus dirawat (cured) dengan air, minimum selama 14 (empat belas) hari secara terus menerus, 

setelah beton cukup keras untuk mencegah kerusakan dengan cara pipa-pipa berlubang-lubang, 

penyiraman mekanis atau cara-cara yang disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK/Pengawas. Air 

yang digunakan pada perawatan harus memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi air untuk campuran 

beton. 

2) Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum saatnya dengan cara 

mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelembaban adalah minimal dan suhu yang konstan dalam 

jangka waktu yang diperlukan untuk proses hydrasi semen serta pengerasan beton. 

3) Perawatan beton dimulai segera setelah pengecoran beton selesai dilaksanakan dan harus  berlangsung  

terus-menerus  selama  paling  sedikit  dua  minggu  jika  tidak ditentukan lain.  Suhu beton pada awal 

pengecoran harus dipertahankan tidak melebihi 32oC. 

4) Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan acuan betonpun harus tetap dalam keadaan basah.   Apabila 

cetakan dan acuan beton dibuka sebelum selesai masa perawatan maka  selama  sisa  waktu  tersebut  

pelaksanaan  perawatan  beton  tetap  dilakukan dengan membasahi permukaan beton terus menerus 

dengan menutupinya dengan karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui Direksi Lapangan 

atau Konsultan Pengawas. 

5. Pembongkaran Bekisting 

1) Pembongkaran bekisting pada lapisan / tingkat ke N dapat dilakukan setelah memnuhi ketentuan sebagai 

berikut : 
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 Umur cor beton pada lapis / tingkat ke N tersebut minimum sudah mencapai 28 hari. 

 Jika pada lapis / tingkat berikutnya (ke N+1) msih ada pekerjaan pembetonan lagi, maka umur cor 

beton pada lapis ke N+1 tersebut harus sudah mencapai paling sedikit 21 hari. 

6. Baja Tulangan 

1) Mutu Baja Kecuali ditentukan lain pada cambar kerja, kekuatan dan penggunaan baja adalah sebagai 

berikut : 

 Baja polos BJTP 24 

 Baja Ulir BJTS 420B 

2) Tulangan  harus  bebas  dari  kotoran,  lemak  dan  karat  serta  bahan-bahan  lain  yang mengurangi daya 

lekat. 

3) Untuk pembuatan tulangan untuk batang-batang lurus atau dibengkokan, sambungan kait- kait dan 

pembuatan sengkang disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum pada SNI 03-2847:2019. Kecuali 

ada petunjuk yang lain dari perencana. 

4) Pemasangan   tulangan    harus    sedemikian     rupa sehingga posisi dari tulangan sesuai dengan  rencana  

dan  tidak   mengalami  perubahan  bentuk  maupun  tempat   selama pengecoran berlangsung. 

5) Toleransi pembuatan dan pemasangan tulangan disesuaikan dengan persyaratan SNI 03-2847:2019. 

Toleransi baja tulangan : 

Diameter, ukuran sisi atau jarak 
antara dua permukaan yang 

berlawanan 

Variasi dalam 
berat yang 

diperbolehkan 

Toleransi 
Diameter 

< 10 mm 

10 < d < 16 mm 

16 - 28 mm 

            

7 % 

5 % 

5 % 

  

0.4 mm 

0.4 mm 

0.5 % 

 6) Batang-batang baja lunak yang bulat harus mempunyai keluluhan bawah tekan minimum = 2400  kg/cm2   

dan  batang-batang  baja  ulir  harus  mempunyai  keluluhan  bawah  tekan minimum 4000 kg/cm2 seperti 

yang disyaratkan dalam gambar-gambar struktur. 

7) Sambungan tulangan dan penjangkaran harus dilaksanakan sesuai persyaratan untuk itu yang tercantum 

dalam SNI 03-2847:2019. 

8) Untuk  mendapatkan  jaminan  atas  kualitas  atau  mutu  baja  tulangan,  maka  pada  saat pemesanan 

baja tulangan Pihak Pelaksana harus menyerahkan sertifikat resmi dari laboratorium khusus ditujukan 

untuk keperluan proyek ini. 
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9) Setiap jumlah pengiriman 20 ton baja tulangan harus diadakan pengujian periodik minimal 4 contoh yang 

terdiri dari 3 benda uji untuk uji tarik, dan 1 benda uji untuk uji lengkung untuk setiap diameter batang 

baja tulangan.  Pengambilan contoh baja tulangan, akan ditentukan oleh Konsultan MK/Pengawas. 

10) Semua  pengujian  tersebut  diatas  meliputi  uji  tarik  dan  lengkung,  harus  dilakukan  di laboratorium  

yang  direkomendasi  oleh  Direksi  Lapangan/Konsultan MK/Pengawas  dan minimal sesuai dengan SII-

0136-84 salah satu standard yang dapat dipakai adalah ASTM A-615. Semua biaya pengetesan tersebut 

ditanggung oleh Pihak Pelaksana. 

7. Pekerjaan Khusus Perpipaan dan Pelubangan 

1) Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan ini  mencakup penyediaan dan  pemasangan pipa-pipa utilitas yang tertanam kedalam struktur 

serta lubang-lubang pada struktur. 

2) Jenis Pekerjaan 

 Penyediaan dan pembentukan lubang ukuran dan lokasi sesuai kebutuhan perangkat pipa seperti 

dalam gambar denah arsitektur dan detailnya akan ditetapkan kemudian oleh Direksi 

Lapangan/Konsultan Pengawas Lapangan. Khusus untuk roof drain perlu diadakan penyesuaian 

bentuk pelat atap sesuai gambar. 

3) Metode Pelaksanaan 

 Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  ini  Pihak Pelaksana  harus  berkonsultasi  dan  meminta persetujuan 

dari Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas/Supervisi mengenai ukuran, lokasi, bahan dan bentuknya 

sebelum pelaksanaan pengecoran. 

 Apabila ada pekerjaan pelubangan yang tertinggal, rusak atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan, 

Pihak Pelaksana berkewajiban untuk memperbaikinya dan cara perbaikannya   harus    mendapat   

persetujuan   dari    Direksi    Lapangan/Konsultan Pengawas/Supervisi sebelum dilaksanakan. Biaya 

atas itu ditanggung oleh Pihak Pelaksana. 

 Khusus untuk memungkinkan pemasangan pipa-pipa di bawah plat lantai dasar, maka pengecoran 

pelat lantai dasar dilakukan pada akhir pelaksanaan kerja, setelah semua pipa-pipa yang perlu sudah 

dipasang oleh Pihak Pelaksana, untuk itu Pihak Pelaksana harus menyediakan stek-stek sesuai 

kebutuhan untuk pembesian lantai dasar, balok-balok dan kolom-kolom praktis. 

8. Pekerjaan Khusus Penyiapan Kait dan Stek 

1) Lingkup Pekerjaan 

Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan pemasangan kait dan stek dari besi beton yang sesuai untuk 

penggantung langit-langit dan perpipaan (ducting), serta stek untuk pasangan dinding 
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2) Metode Pelaksanaan 

 Untuk pengait penggantung plafond digunakan besi beton diameter 8 mm jarak 2 m di kedua arah 

untuk perkuatannya selain menggunakan rangka plafond Hollow galvalum 

 Untuk kait perpipaan (ducting) digunakan besi beton diameter 12 mm pada jarak 2 m sepanjang dan 

dikedua sisi perpipaan. 

 Penempatan   kait   dan   stek   ini   harus   dikonsultasikan   dahulu   dengan   Direksi Lapangan / 

Konsultan Pengawas sebelum dilaksanakan. 

6.6 PEKERJAAN BETON NONSTRUKTUR 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat- alat bantu lainnya untuk melaksanakan 

pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan sempurna. 

2. Pekerjaan  ini  meliputi  beton  untuk  bangunan yang dimaksudkan termasuk pekerjaan besi beton dan 

pekerjaan bekisting/acuan, dan semua pekerjaan beton yang bukan struktur, sesuai yang ditunjukkan di 

dalam gambar. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan 

ini dengan hasil yang baik dan sempurna. 

Tenaga kerja Alat  

• Tukang beton • Sekop 

• Pekerja / Helper • Artco 

• Tukang Besi • Molen 1 

set 

• Tukang Kayu  

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan. Apabila terdapat metode percepatan 

pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak Pihak Pelaksana dapat menerapkannya 

dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

1. Semen Portland digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan 

Perencana dan Supervisi dan harus memenuhi SNI. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya tidak 

dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan Semen Portland harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas 

dari kelambaban, bebas dari  air  dengan  lantai  terangkat  dari  tanah  dan  ditumpuk  sesuai  dengan  syarat 

penumpukan semen 
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2. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, Lumpur dan sebagainya 

dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971. 

3. Koral Beton/Split :Digunakan koral  yang  bersih,  bermutu  baik  tidak  berpori  serta  mempunyai gradasi 

kekerasan sesuai dengan syarat-syarat PBI 1971. Penyimpanan/Penimbunan pasir koral beton harus  

dipisahkan satu  dengan yang  lain,  hingga dapat  dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk 

mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat. 

4. Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahanbahan 

organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu 

Konaultan Manajemen   Konstruksi dapat minta kepada Pihak Pelaksana supaya air yang dipakai diperiksa di 

laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Pihak Pelaksana. 

5. Besi Beton mutu U-24, besi harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih. 

Penampang besi bulat serta memenuhi persyaratan (PBI 1971). Bila dipandang perlu Pihak Pelaksana 

diwajibkan untuk memeriksa mutu besi beton ke laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas 

biaya Pihak Pelaksana. 

6. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus memberikan contoh-contoh material, misalnya : besi, 

koral, pasir PC untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisi. 

7. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Supervisi, akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa / 

menerima material yang dikirim oleh Pihak Pelaksana ke site. 

C. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan. 

1. Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.Beberapa bahan 

tertentu harus masih di  dalam kotak/kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya. 

2. Bahan harus disimpan ditempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan pabrik. 

3. Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya. 

4. Pihak Pelaksana    bertanggung    jawab    terhadap    kerusakan    selama    pengiriman    dan 

penyimpanan.Bila ada kerusakan, Pihak Pelaksana wajib mengganti atas beban Pihak Pelaksana. 

D. Metode Pelaksanaan 

1. Mutu Beton yang dicapai harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PBI-1971. 

2. Cara Pengadukan harus menggunakan beton molen. 

1) Takaran untuk Semen Portland, pasir dan koral harus disetujui terlebih dahulu oleh Supervisi. 

2) Selama   pengadukan   kekentalan   adukan   beton   harus   diawasi   dengan   jalan memeriksa slump 

pada setiap campuran baru. Pengujian slump, minimum 5 cm dan maksimum 10 cm. 
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3. Pengecoran Beton 

1) Pihak Pelaksana diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram 

cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuranukuran dan Pengecoran beton hanya dapat 

dilaksanakan atas persetujuan Supervisi. 

2) Pengecoran harus  dilakukan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk 

menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan 

sarang-sarang koral/split yang dapat memperlemah konstruksi. 

3) Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya maka tempat perhentian 

tersebut harus disetujui oleh Supervisi. 

4. Pekerjaan Acuan / Bekisting 

1) Acuan harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan/yang diperlukan 

dalam gambar. 

2) Acuan  harus  dipasang  sedemikian  rupa  dengan  perkuatan-perkuatan,  sehingga cukup  kokoh  dan   

dijamin  tidak   berubah  bentuk  dan  kedudukannya  selama pengecoran dilakukan. 

3) Acuan harus rapat (tidak bocor), pemiukaannya licin, bebas dari kotoran-kotoran (tahi gergaji), potongan 

kayu, tanah/Lumpur dan sebagainya, sebelum pengecoran dilakukan dan harus mudah dibongkar tanpa 

merusak pemiukaan beton. 

4) Pihak Pelaksana harus  memberikan contoh-contoh material  (besi,  koral/split, pasir  dan Semen 

Portland) kepada Supervisi, untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilakukan. 

5) Bahan-bahan yang digunakan harus tersimpan dalam tempat penyimpanan yang aman, sehingga mutu 

bahan dan mutu pekerjaan tetap terjamin sesuai persyaratan. 

6) Kawat pengikat besi beton/rangka adalah dari baja lunak dan tidak disepuh seng, diameter kawat lebh 

besar atau sama dengan 0,40 mm. Kawat pengikat besi beton/rangka harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam NI-2 (PBI 1971). 

7) Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.Persiapan    

perlindungan    atas    kemungkinan    datangnya    hujan,    harus diperhatikan. 

8) Beton harus dibasahi paling sedikit selama tujuh hari setelah pengecoran. 

5. Pekerjaan Pembongkaran Acuan/Bekisting hanya boleh dilakukan dengan ijin tertulis dari Supervisi. Setelah 

bekisting dibuka, tidak diijinkan mengadakan perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan 

dari konsultan Pengawas/Supervisi. 

6. Pengujian Mutu Pekerjaan 
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1) Sebelum dilaksanakan pemasangan, Pihak Pelaksana diwajibkan untuk memberikan pada konsultan 

Pengawas/Supervisi "Certificate Test" bahan besi dari produsen/pabrik. 

2) Bila tidak ada "Certificat Test" maka Pihak Pelaksana harus melakukan pengujian atas besi/kubus di 

laboratorium yang akan ditunjuk kemudian. 

3) Mutu beton tersebut harus dibuktikan oleh Pihak Pelaksana dengan mengambil benda uji berupa kubus 

yang ukurannya sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan dalam PBI Th.1971.   Pembuatannya   harus   

disaksikan   oleh   Supervisi   dan   diperiksa   di laboratorium konstruki beton yang ditunjuk Supervisi. 

4) Pihak Pelaksana  diwajibkan  membuat  "Trial  Mix"  terlebih  dahulu,  sebelum  memulai pekerjaan beton. 

5) Hasil pengujian dari laboratorium diserahkan kepada Supervisi secepatnya. 

6) Seluruh  biaya  yang  berhubungan  dengan  pengujian  behan  tersebut,  menjadi tanggung jawab Pihak 

Pelaksana. 

7. Syarat Pengamanan Pekerjaan 

1) Beton yang telah dicor dihindarkan dari benturan benda keras selama 3 x 24 jam setelah pengecoran. 

2) Beton dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain. 

3) Bila terjadi kerusakan, Pihak Pelaksana diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi 

mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana. 

4) Bagian beton setelah dicor selama dalam pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus 

selama 1 (satu) minggu atau lebih (sesuai ketentuan dalam PBI Th.1971) 

6.7 PEKERJAAN BEKISTING DAN PERANCAH  LUAR 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Menguraikan semua pekerjaan perancangan, pembuatan, pemasangan dan pembongkaran  semua  bekisting  

beton  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pihak Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan dalam menyelenggarakan 

pekerjaan beton, sebagaimana yang tertera didalam gambar. Pada dasarnya, bekisting adalah konstruksi 

bantu yang mendukung beton yang belum mengeras. 

2. Semua Bekisting Beton harus dilaksanakan dengan mengikuti semua persyaratan yang  tercantum didalam 

RKS  ini,  PBI  1971,  PUBI  1982,  PKKI  1961  dan  semua Perintah yang disampaikan oleh Konsultan 

Pengawas selama pelaksanaan Pekerjaan. 

3. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna 
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 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang Kayu  Gergaji mesin 

 Pekerja / Helper  Scaffolding (menyesuaikan area kerja) 

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan. Apabila terdapat metode percepatan 

pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak Pihak Pelaksana dapat menerapkannya 

dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

Semua bekisting beton yang akan dipakai harus kuat, tidak berubah bentuk waktu di isi adukan dan tidak bocor. 

Bahan yang dipakai dapat berupa kayu yang bermutu baik dan tidak mudah lapuk, besi atau bahan lainnya yang 

disetujui oleh Konsultan Pengawas. Bekisting harus dirakit dengan menggunakan paku kayu, baut atau lainnya 

dengan ukuran yang sesuai. 

C. Metode Pelaksanaan 

1. Pihak Pelaksana harus terlebih dahulu mengajukan gambar-gambar rencana dari bekisting kepada Konsultan 

Pengawas untuk disetujui, sebelum pekerjaan dimulai. Gambar tersebut harus mencantumkan secara jelas 

konstruksi dan bahan dari bekisting, sambungan-sambungannya, kedudukannya dan sistim rangkanya. Semua 

biaya yang diperlukan sehubungan dengan perencanaan bekisting ini harus sudah termasuk ke dalam biaya 

konstruksi. 

2. Bekisting harus direncanakan untuk dapat memikul beban konstruksi dan getaran yang ditimbulkan oleh alat 

penggetar. Defleksi maksimum dari bekisting antara tumpuan harus dibatasi sampai 1/400 bentang antar 

tumpuan. Bilamana menggunakan konstruksi bekisting dari kayu, maka untuk kolom dan pekerjaan beton 

lainnya harus dipakai papan dengan ketebalan minimum 2 cm, balok 5/7, 6/10 dan dolken. 

3. Bekisting  harus  ditunjang  dengan  batang  besi  yang  kokoh  dan  untuk  mencegah terjadinya defleksi maka 

bekisting dibuat anti lendutan keatas sebagai berikut : 

1) Semua balok atau pelat lantainya 0,2% lebar bentang pada tengah•tengah bentang. 

2) Semua balok Cantilever dan pelat lantainya 0,4% dari bentang, dihitung dari ujungbebas 

4. Pihak Pelaksana harus memperhitungkan dan membuat langkah-langkah persiapan yang perlu, sehingga pada 

akhir pekerjaan beton, permukaan dan bentuk konstruksinya adalah sesuai dengan kedudukan (peil) dan bentuk 

yang tertera pada gambar. 

5. Semua  bekisting  tersebut  harus  dirakit  kedalam  bentuk,  ukuran  garis-garis  dan dimensi yang tertera dan 

yang dibutuhkan, untuk memperoleh kedudukan, ketinggian dan posisi yang tepat. Konstruksinya harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga tidak mudah dicabut bila tidak dipalu atau dicongkel. Bekisting harus dibuat cukup 
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rapat agar adukan tidak lolos pada saat pengecoran. Pada tempat yang tertutup atau sukar dijangkau, 

pembukaan sementara harus disediakan untuk membuang benda-benda yang tidak dinginkan. 

6. Bilamana sebelum atau selama pekerjaan pengecoran, bekisting menunjukkan tanda- tanda  penurunan  yang  

besar,  yang  menurut  pendapat  konsultan Pengawas/Supervisi akan menyebabkan kedudukan (peil) akhir 

tidak dapat mencapai kedudukan yang semestinya, maka Konsultan Pengawas berhak untuk memerintahkan 

dibongkarnya pekerjaan beton yang sudah dilaksanakan dan mewajibkan Pihak Pelaksana untuk memperkuat 

bekisting tersebut sampai dianggap cukup kuat. Semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab 

dari Pihak Pelaksana. 

D. Pembongkaran Bekisting 

1. Bekisting untuk bagian beton yang mana saja yang tidak memikul beban struktur dapat dibongkar setelah beton 

cukup mengeras. 

2. Bekisting untuk bagian struktur dan pekerjaan lainnya yang memikul beban struktur harus dibiarkan untuk 

sekurang-kurangnya sampai beton mencapai kekuatan yang dipersyaratkan seperti yang disebutkan dibawah 

ini, atau seperti yang diperintahkan oleh Konsultan Pengawas. 

 

 

 

 

3. Bekisting untuk bagian beton yang mana saja yang tidak memikul berat struktur dapat dibongkar setelah beton 

cukup mengeras. 

4. Pembongkaran bekisting harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga keamanan konstruksi tetap terjamin 

dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PBI 1971. 

6.8 PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Termasuk dalam pekerjaan plester dinding ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan 

termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga 

dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik. 

2. Pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada permukaan dinding bagian dalam dan luar serta seluruh detail 

yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar. 

3. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

BAGIAN STRUKTUR LAMA PEMBONGKARAN PRESENTASE KEKUATAN RENCANA 

Bagian tengah balok 

 

28 hari 

 

100 

 Kolom beton 4 hari 25 

Bekisting tepi balok 2 hari 25 
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 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang Pemasang paving   Sekop 

 Pekerja / Helper   Gerobak pasir 

  Molen 1 Set 

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak 

Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

1. Semen portland harus memenuhi standar SNI 

2. Pasir harus memenuhi dari  Beton Struktur atau Beton Nonstruktur 

3. Air harus memenuhi dari  Beton Struktur atau Beton Nonstruktur 

4. Bahan bahan instan / siap pakai. 

5. Penggunaan adukan dan plesteran : 

1) Adukan 1 Pc: 3 pasir dipakai untuk adukan plesteran rapat air. 

2) Adukan 1 pc : 5 pasir dipakai untuk seluruh plesteran dinding lainnya. 

3) Seluruh permukaan plesteran difinish acian dari bahan PC. 

4) Untuk pasangan dinding beton aerasi menggunakan bahan adukan  dan plesteran dari  bahan instan yang 

sesuai. 

C. Metode Pelaksanaan 

1. Plesteran dilaksanakan sesuai standar spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk dan 

persetujuan konsultan Pengawas/Supervisi, dan persyaratan tertulis dalam Uraian dan Syarat Pekerjaan ini. 

2. Pekerjaan  plesteran  dapat  dilaksanakan  bilamana  pekerjaan  bidang  beton  atau  pasangan dinding  Bata  

Ringan  telah  disetujui  oleh  konsultan Pengawas/Supervisi sesuai  Uraian  dan  Syarat Pekerjaan yang tertulis 

dalam buku ini. 

3. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, harus mengikuti semua petunjuk dalam gambar Arsitektur terutama pada 

gambar detail dan gambar potongan mengenai ukuran tebal/tinggi/ peil dan bentuk profilnya. 

4. Campuran aduk perekat yang dimaksud adalah campuran dalam volume, cara pembuatannya menggunakan 

mixer selama 3 menit dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Untuk bidang kedap air, beton, pasangan dinding yang berhubungan dengan udara luar, dan semua 

pasangan di bawah permukaan tanah sampai ketinggian 30 cm dari perrnukaan lantai dan 120 cm dari 

permukaan lantai toilet dan daerah basah lainnya dipakai adukan plesteran 1PC : 3 pasir. 
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2) Untuk aduk kedap air, harus ditambah dengan Daily bond, dengan perbandingan 1 bagian PC: 1 bagian 

Daily Bond. 

3) Untuk bidang lainnya diperlukan plesteran campuran 1 PC: 5 pasir. 

4) Plesteran halus (acian) dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian 

dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari (kering benar), untuk adukan plesteran finishing harus 

ditambah dengan addivite plamix dengan dosis 200-250 gram plamix untuk setiap 40 Kg semen. 

5) Semua jenis aduk perekat tersebut di atas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu dalam keadaan 

baik dan belum mengering. Diusahakan agar jarak waktu pencampuran aduk perekat tersebut dengan 

pemasangannya tidak  melebihi 30  menit terutama untuk adukan kedap air. 

5. Pekerjaan plesteran dinding hanya diperkenankan setelah selesai pemasangan instalasi pipa listrik dan 

plumbing untuk seluruh bangunan. 

6. Untuk beton sebelum diplester permukaannya harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting dan kemudian diketrek 

(scrath) terlebih dahulu dan semua lubang-lubang bekas pengikat bekisting atau form tie harus tertutup aduk 

plester. 

7. Untuk bidang pasangan dinding batu belah dan beton bertulang yang akan difinish dengan cat dipakai 

plesteran halus (acian di atas permukaan plesterannya). 

8. Untuk dinding tertanam di dalam tanah harus diberapen dengan memakai spesi kedap air. 

9. Semua bidang yang akan menerima bahan (finishing) pada permukaannya diberi alur-alur garis horizontal atau 

diketrek (scrath) untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan finishingnya, kecuali untuk yang 

menerima cat. 

10. Pasangan kepala plesteran dibuat pada jarak 1 M, dipasang tegak dan menggunakan keping- keping plywood 

setebal 9 mm untuk patokan kerataan bidang. 

11. Ketebalan  plesteran  harus  mencapai  ketebalan  permukaan  dinding yang  dinyatakan dalam gambar, atau 

sesuai peil-peil yang diminta gambar. Tebal plesteran maksimum 2,5 cm, jika ketebalan melebihi 2,5 cm harus 

diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang 

diizinkan konsultan Pengawas/Supervisi. 

12. Untuk setiap permukaan bahan yang berbeda jenisnya yang bertemu dalam satu bidang datar, harus diberi nat 

(tali air) dengan ukuran lebar 0,7 cm dalamnya 0,5 cm, kecuali bila ada petunjuk lain di dalam gambar. 

13. Untuk pemukaan yang datar, harus mempunyai toleransi lengkung atau cembung bidang tidak melebihi 5 mm 

untuk setiap jarak 2 m. Jika melebihi, Pihak Pelaksana berkewajiban memperbaikinya dengan biaya atas 

tanggungan Pihak Pelaksana. 
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14. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba- tiba, dengan 

membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung 

dengan bahan-bahan penutup yang bisa mencegah penguapan air secara cepat. 

15. Jika terjadi keretakan sebagai akibat pengeringan yang tidak baik, plesteran harus dibongkar kembali dan 

diperbaiki sampai dinyatakan dapat diterima oleh konsultan Pengawas/Supervisi dengan biaya atas 

tanggungan Pihak Pelaksana. 

16. Selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai Pihak Pelaksana harus selalu menyiram dengan air, sampai 

jenuh sekurang-kurangnya 2 kali setiap hari. 

17. Selama  pemasangan  dinding  Bata  Ringan/beton  bertulang  belum  finish,  Pihak Pelaksana  wajib memelihara 

dan menjaganya terhadap kerusakan- kerusakan dan pengotoran bahan lain. Setiap kerusakan yang terjadi 

menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana dan wajib diperbaiki. 

18. Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari2 (dua) 

minggu. 

6.9 PEKERJAAN PENGECATAN 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Persiapan permukaan yang akan diberi cat. 

2. Pengecatan permukaan dengan bahan-bahan yang  telah  ditentukan. Cat  emulsi, epoxy, vinyl acrylic, enamel, 

dan cat menie. 

3. Pengecatan semua permukaan dan area yang ada pada gambar dan yang disebutkan secara khusus, dengan 

warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Perencana. 

4. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang   Kuas 

 Pekerja / Helper   Mesin Spray 

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak Pihak 

Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

5. Pihak Pelaksana   harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis pada bidang¬-bidang  transparan  

ukuran  30  x  30  cm2.  Dan  pada  bidang-bidang tersebut  harus  dicantuSupervisian  dengan  jelas  warna,  

formula  cat,  jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari cat dasar s/d lapisan akhir). 
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6. Semua bidang contoh tersebut harus diperlihatkan kepada Direksi Lapangan dan Perencana.  Jika  contoh-

contoh  tersebut  telah  disetujui  secara  tertulis  oleh Perencana  dan  Direksi  Lapangan,  barulah  Pihak 

Pelaksana  melanjutkan  dengan pembuatan mock-up seperti tersebut diatas. 

7. Pemborong harus menyerahkan kepada Direksi Lapangan untuk kemudian akan diteruskan kepada pemberi 

tugas minimal 5 galon tiap warna dan jenis cat yang dipakai.     Kaleng-kaleng     cat     tersebut     harus     

tertutup     rapat     dan mencantuSupervisian dengan jelas indentitas cat yang ada didalamnya. Cat ini akan 

dipakai sebagai cadangan untuk perawatan, oleh pemberi tugas. 

B. Persyaratan Bahan 

1. Bidang Luar. 

1) Untuk  Bidang   luar  bangunan  digunakan  Cat  berbahan  dasar  acrylic  kualitas Weathershield. Dengan 

lapisan dasar cat primer berbahan dasar alkali resistant sealer. Konstraktor harus memberikan Garansi 

Bahan dan pelaksanaan selama 5 tahun. 

2) Cat luar bangunan tidak boleh di plamur, bila permukaan tidak rata/ bergelombang harus diratakan dengan 

bahan / semen khusus ( sejenis Seam Coat ). 

C. Metode Pelaksanaan 

1. Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan seluruh plesteran bangunan dan/atau bagian-bagian 

lain yang ditentukan gambar. 

2. Sebelum dinding diplamur, plesteran sudah harus betul-betul kering tidak ada retak-retak dan Pihak Pelaksana 

meminta persetujuan kepada Konsultan Pengawas. 

3. Pekerjaan plamur dilaksanakan dengan pisal plamur dan plat baja tipis dan lapisan plamur dibuat setipis 

mungkin sampai membentuk bidang yang rata. 

4. Sesudah 7 hari plamur terpasang, kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih betul. Selanjutnya 

dinding cat dengan menggunakan Roller. 

5. Lapisan pengecatan dinding dalam terdiri dari 1 (satu) lapis alkali resistance sealer atau cat primer untuk 

exterior yang dilanjutkan dengan 3 (tiga) lapis emulsion dengan kekentalan cat sebagai berikut : 

1) Lapis I encer ( tambahan 20 % air ) 

2) Lapis II kental 

3) Lapis III encer. 

6. Untuk warna-warna yang jenisnya khusus, Pihak Pelaksana diharuskan menggunakan kaleng- kaleng dengan 

nomor percampuran (batch number) yang sama. 

7. Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh, rata, licin, tidak  ada  bagian  yang  

belang  dan  bidang  dinding  dijaga  terhadap  pengotoran- pengotoran. 
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8. Untuk cat luar bangunan (weathershield) Pihak Pelaksana harus memberikan garansi produk dan garansi 

aplikasi kepada pemberi tugas yang berlaku selama 5 tahun. 

6.10 PEKERJAAN KERB PRACETAK (KANSTIN JALAN) 

A. Lingkup Pekerjaan 

1. Semua pengadaan bahan dan material penunjang lainnya harus dilaksanakan dengan mengikuti semua 

persyaratan yang  tercantum didalam RKS  ini,  PBI  1971,  PUBI  1982,  PKKI  1961  dan  semua Perintah 

yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas selama pelaksanaan Pekerjaan. 

2. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang Pemasang paving   Sekop 

 Pekerja / Helper   Pakuweli 

  Gerobak pasir 

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak Pihak 

Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 

1. Metode Kerb Pracetak Ukuran 150x300x400mm 

2. Mutu Beton Fc’ 25 Mpa  

3. Lantai kerja 

C. Metode Pelaksanaan 

1. Permukaan Tanah Digali sebelumnya dan Diratakan, untuk mendapatkan level atau elevasi yang kehendaki, lalu 

di pasang Kerb di ratakan dan di padatkan terlebih dahulu 

2. Selanjutnya gunakan Lantai Kerja sebagai alas dari Kerb dengan tebal di sesuaikan dengan gambar kerja 

3. Selanjutnya Kerb di pasang dengan rapi sesuai dengan jalur jalan yang akan di pasang paving, pada sisi kiri 

dan kanan jalan 

4. Pada setiap pertemuan kerb/kanstin dipasang perekat supaya tetap rapi dan tdak bergeser dari posisinya 

5. Ketinggian kerb disesuaikan dengan tinggi paving dan menyesuaikan dengan gambar kerja/shopdrawing 
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6.11 PEKERJAAN PAVING BLOCK 

A. Lingkup Pekerjaan 
1. Semua pengadaan bahan dan material penunjang lainnya harus dilaksanakan dengan mengikuti semua 

persyaratan yang  tercantum didalam RKS  ini,  PBI  1971,  PUBI  1982,  PKKI  1961  dan  semua Perintah yang 

disampaikan oleh Konsultan Pengawas selama pelaksanaan Pekerjaan. 

2. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 

 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang Pemasang paving   Gurinda/Cutting 

 Pekerja / Helper   Gerobak Pasir 

  Mistar Perata Pasir 

  Stamper 

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak 

Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 
1. Paving Blok Belah Ketupat dengan tebal 8cm 

2. Warna disesuaikan oleh pemberi tugas 

C. Metode Pelaksanaan 
1. Badan jalan diratakan dan ditimbun dengan pasir urug sesuai dengan level dan elevasi yang diinginkan 

2. Pasir urug diratakan dengan mistar perata. 

3. Mulai pekerjaan menyusun paving block sesuai dengan motif atau pola yang diinginkan. 

4. Potong bagian sudut paving block yang tidak terpakai. 

5. Taburkan pasir urug pada permukaan paving block untuk mengisi nat antara paving block. 

6. Gunakan stamper untuk memadatkan paving block. 

6.12 PEKERJAAN GORONG-GORONG 

A. Lingkup Pekerjaan 
1. Semua pengadaan bahan dan material penunjang lainnya harus dilaksanakan dengan mengikuti semua 

persyaratan yang  tercantum didalam RKS  ini,  SNI 1725:2016, SNI 2847:2019 dan  semua Perintah yang 

disampaikan oleh Konsultan Pengawas selama pelaksanaan Pekerjaan. 

2. Menyediakan tenaga kerja , peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil 

yang baik dan sempurna. 
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 Tenaga kerja  Alat 

 Tukang   Peralatan Tukang 

 Pekerja / Helper   

Jumlah Pekerja disesuaikan dengan area kerja dan kondisi dilapangan 

Apabila terdapat metode percepatan pekerjaan ini dan bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga maka pihak 

Pihak Pelaksana dapat menerapkannya dengan persetujuan PPK tanpa adanya pekerjaan tambah 

B. Persyaratan Bahan 
1. Ukuran Box Culvert yang digunakan sesuai dengan shop drawing 

2. Concrete compressive strenght cube 350 kg f/cm2 

C. Metode Pelaksanaan 
1. Persiapan Lokasi 

1) Melakukan survei lokasi untuk menentukan titik-titik penempatan box culvert. 

2) Menyiapkan peralatan dan material yang dibutuhkan. 

1. Penggalian Area 

1) Melakukan penggalian tanah sesuai dengan gambar perencanaan. 

2) Memastikan kedalaman dan lebar galian sesuai dengan spesifikasi teknis. 

2. Pemasangan Lantai Kerja 

1) Menghampar pasir urug dengan tebal sekitar 10 cm sebagai lantai kerja. 

2) Melakukan pengecoran lantai kerja dengan beton mutu rendah. 

3. Pemasangan Box Culvert 

1) Menempatkan box culvert pada posisi yang telah ditentukan dengan menggunakan alat berat seperti crane. 

2) Memastikan box culvert terpasang dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi teknis. 

4. Penyambungan Box Culvert 

1) Menyambung box culvert dengan cincin penyambung dari beton. 

2) Memastikan sambungan rapat dan tidak ada celah yang dapat menyebabkan kebocoran. 

5. Penimbunan dan Pemadatan 

1) Menimbun kembali area sekitar box culvert dengan material yang sesuai. 

2) Melakukan pemadatan dengan alat pemadat seperti combination vibratory roller. 

6. Pemeriksaan dan Pengujian 

1) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa box culvert berfungsi dengan baik. 

2) Melakukan pengujian aliran air untuk memastikan tidak ada kebocoran atau masalah lainnya. 

Metode pelaksanaan ini memastikan bahwa box culvert terpasang dengan baik dan dapat berfungsi secara optimal. 
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6.13 PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR 

1. Pada akhir pekerjaan, seluruh ruangan termasuk dinding, plafond, lantai dan sebagainya harus bersih dari sisa-

sisa semen, cat dan kotoran lainnya. 

2. Halaman bangunan harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan-bahan bangunan, kotoran-kotoran dan gundukan-

gundukan tanah bekas galian harus diratakan serta bahan-bahan yang tidak terpakai lagi harus diangkut keluar 

lokasi pekerjaan. 
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BAB VII : PENUTUP 

1. Pekerjaan lain di luar lingkup dokumen ini, yang ternyata timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, harus 

dilaporkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan boleh dilakukan setelah memperoleh perintah dari 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). 

2. Semua bagian pekerjaan harus selesai 100% dan setelah itu penyerahan pertama dapat dilaksanakan. 

3. Penyedia Jasa harus selalu menjaga ketertiban dalam lokasi pekerjaan. 

4. Penyedia Jasa harus menjaga kerusakan-kerusakan dari fasilitas yang ada. Apabila ada kerusakan yang 

diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa wajib memperbaiki atas biaya dan tanggungan 

Penyedia Jasa. 

5. Penyedia Jasa harus membersihkan sisa -sisa bahan material dan sisa bongkaran, sehingga lokasi proyek 

betul-betul bersih. 

6. Apabila penyerahan pertama dapat dilaksanakan maka dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang 

Pertama. 

7. Serah terima kedua (terakhir) dapat dilaksanakan dengan syarat semua pekerjaan yang  cacat atau  kurang  

sempurna  dalam masa  pemeliharaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna dan dibuat 

Berita  Acara Serah Terima Pekerjaan yang Kedua. 

 

 

 

Gorontalo,      Agustus 2025 

 

       Menyetujui:

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Swadaya, PSU dan 
    Kawasan Permukiman

 
 
 
 
 
 

Abdullah, ST  
Nip. 19800718 201001 1 007 

Dibuat Oleh: 

Konsultan Perencana 
CV. D-luifel 

 
 
 
 

Ar. Muh. Syahrul Latif, S.T. 
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